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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang tidak hanya dialami oleh beberapa 

negara berkembang, namun juga bagi beberapa negara maju yang telah memiliki 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memadai. Kemiskinan 

merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, salah satunya 

yaitu Indonesia (Sofian Rafil, 2019). Kemiskinan merupakan salah satu 

permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintahan negara 

berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang 

dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia masih menghadapi 

tantangan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan (World Bank, 2023). 

Meski pun telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap dalam dua 

dekade terakhir, angka kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi dan 

memerlukan penanganan yang komprehensif. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS, 2023), persentase penduduk miskin di Indonesia pada september 

2023 tercatat sebesar 9,36 % atau setara dengan 25,9 juta jiwa. Angka ini 

menunjukkan bahwa masih ada sebagian  besar masyarakat Indonesia yang hidup 

dibawah garis kemiskinan dan belum mampu memenuhi kebutuhan primer secara 

layak (BPS, 2023). 

Pendidikan adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat 

kemiskinan. Meski pun Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 12 tahun, 

kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar. 

Ketimpangan pendidikan ini sangat terlihat antara wilayah perkotaan dan 
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pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Di daerah 

pedesaan atau kawasan tertinggal, fasilitas pendidikan masih terbatas, kualitas 

pengajaran kurang, dan banyak anak dari keluarga miskin yang terpaksa putus 

sekolah karena keterbatasan biaya atau kebutuhan untuk membantu keluarga 

mereka bekerja. Anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi akan kesulitan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang hanya memiliki pendidikan 

rendah cenderung memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan 

dengan upah layak, sehingga mereka terperangkap dalam kemiskinan. Masalah ini 

menciptakan siklus kemiskinan yang dapat bertahan turun-temurun, di mana anak-

anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan 

anak-anak dari keluarga yang lebih mampu. 

Selanjutnya mengenai kebijakan upah minimum Pemerintah menetapkan upah 

minimum provinsi (UMP) di berbagai wilayah di Indonesia, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, meskipun terdapat upah minimum 

yang diatur oleh pemerintah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

ketimpangan penghasilan antar wilayah sangat besar. Upah minimum yang 

ditetapkan di kota-kota besar seperti Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan daerah-daerah di luar Jawa, seperti Papua atau Nusa Tenggara. Selain itu, 

upah minimum sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, 

terutama di daerah-daerah dengan biaya hidup yang tinggi. Sementara itu, 

penerapan upah minimum yang terlalu tinggi di sektor formal dapat menyebabkan 

pengurangan tenaga kerja atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), 
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terutama di sektor yang banyak menggantungkan diri pada pekerja dengan 

keterampilan rendah.  

Pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini dengan cara yang signifikan. 

Pembatasan sosial dan ekonomi yang diterapkan selama pandemi menyebabkan 

banyak sektor usaha mengalami penurunan, terutama sektor pariwisata, 

perdagangan, dan manufaktur. Banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan 

kehilangan pekerjaan mereka. Sebagian besar yang terdampak adalah pekerja 

dengan pendidikan rendah, yang bekerja di sektor informal. Mereka yang bekerja 

di sektor ini tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai dan rentan terhadap 

gejolak ekonomi. Selain itu, sektor pendidikan juga sangat terpengaruh oleh 

pandemi. Pembelajaran daring yang diterapkan selama pandemi tidak dapat 

diakses secara merata oleh semua siswa, terutama mereka yang tinggal di daerah-

daerah terpencil dengan akses internet yang terbatas. Ketidak merataan akses 

pendidikan ini semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada, 

yang pada gilirannya memperburuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Sektor 

informal di Indonesia menyerap lebih dari 70% angkatan kerja, namun mayoritas 

pekerja di sektor ini memiliki penghasilan yang rendah dan tidak terjamin. 

Banyak pekerja di sektor informal tidak mendapatkan hak-hak dasar, seperti upah 

minimum yang layak, jaminan kesehatan, atau pensiun. Hal ini menyebabkan 

mereka rentan terhadap kemiskinan meskipun mereka bekerja keras sepanjang 

hari. Dalam sektor informal, mobilitas sosial terbatas, dan pekerjaan yang ada 

sering kali tidak memberikan peluang untuk meningkatkan keterampilan atau 

pendapatan, yang memperburuk kemiskinan struktural. 
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Kejadian-kejadian ini saling berinteraksi dan membentuk dinamika yang 

kompleks, sehingga pengaruh pendidikan, upah minimum, dan tenaga kerja 

terhadap tingkat kemiskinan memerlukan analisis yang lebih mendalam. Dengan 

memahami keterkaitan antara ketiga faktor ini, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan wawasan baru yang lebih komprehensif untuk merumuskan 

kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. 

Gap Penelitian 

Penelitian oleh Susanti (2019) menemukan bahwa pendidikan yang lebih tinggi 

memang berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara umum. 

Namun, di sektor informal, dampak pendidikan tidak signifikan karena 

keterampilan formal sering kali tidak relevan atau dihargai. Banyak penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan adalah faktor kunci dalam 

mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan akses ke 

pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas individu. Namun, di 

sektor informal, peran pendidikan formal sering kali diabaikan karena sektor ini 

lebih menghargai keterampilan praktis dibandingkan ijazah. Penelitian 

sebelumnya belum mengeksplorasi secara spesifik bagaimana dampak pendidikan 

pada pekerja informal yang mendominasi ekonomi Indonesia. Tidak banyak studi 

yang menjelaskan mengapa pendidikan formal kurang relevan di sektor informal. 

Penelitian oleh Sutanto & Lestari (2020) menemukan bahwa upah minimum 

meningkatkan pendapatan tenaga kerja formal. Namun, kebijakan ini tidak 

signifikan dalam menurunkan kemiskinan karena mayoritas pekerja Indonesia 

berada di sektor informal yang tidak terpengaruh oleh kebijakan tersebut. 

Sebelumnya, kebijakan upah minimum sering dianggap sebagai alat untuk 
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meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kemiskinan. Namun, 

dampaknya sering kali terbatas pada tenaga kerja formal. Di banyak negara 

berkembang, termasuk Indonesia, sektor informal tidak dijangkau oleh kebijakan 

upah minimum. Penelitian yang ada sering kali hanya berfokus pada dampak upah 

minimum pada sektor formal, sehingga belum banyak yang membahas efeknya 

pada kemiskinan secara keseluruhan, terutama dalam konteks dominasi sektor 

informal di Indonesia. 

Penelitian oleh Purwanto (2021) menunjukkan bahwa ketidak sesuaian 

keterampilan tenaga kerja menjadi penyebab utama pengangguran. Kondisi ini 

memperburuk tingkat kemiskinan karena pekerja tidak dapat bersaing di pasar 

kerja yang membutuhkan keterampilan spesifik. Banyak studi telah menunjukkan 

bahwa pengangguran adalah salah satu faktor utama penyebab kemiskinan. 

Pengangguran terjadi ketika tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang 

relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Penelitian sebelumnya sering 

mengidentifikasi bahwa ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan pasar 

kerja menjadi penghalang utama dalam mengurangi pengangguran. Studi-studi 

sebelumnya kurang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana ketidak sesuaian 

keterampilan tenaga kerja dengan pasar kerja secara spesifik berdampak pada 

tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. 

Dissanayake (2013) menyatakan bahwa gap teori mengacu pada kurangnya 

pengetahuan dalam suatu bidang yang dapat diidentifikasi melalui literatur 

sebelumnya. Hal ini penting untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang 

relevan dan membangun teori baru. Teori dasar sejauh ini mungkin memiliki 

keterbatasan atau kelemahan yang tidak mendukung penelitian. Bisa juga hasil 
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dari penelitian yang didapat belum dijelaskan oleh teori apapun. Dalam penelitian 

ini menggunakan teori model manusia menurut Gary. S. Becker (1964) dimana 

Gary S. Becker, memperkenalkan konsep teori modal manusia yang telah menjadi 

landasan penting dalam memahami hubungan antara investasi pada manusia, 

seperti pendidikan dan pelatihan, dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Becker 

menegaskan bahwa sumber daya manusia bukan hanya sekadar komponen pasif 

dalam proses ekonomi, tetapi merupakan bentuk modal yang jika dikembangkan 

dengan baik, dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap 

produktivitas dan kesejahteraan ekonomi individu. 

Gap Teori 

Penelitian Susanti (2019) menemukan bahwa pendidikan tinggi berkontribusi 

pada penurunan kemiskinan secara umum, tetapi kurang berdampak di sektor 

informal karena keterampilan formal sering kali tidak relevan. Untuk memahami 

fenomena ini, penelitian terdahulu menggunakan beberapa teori sebagai dasar 

analisis.  

1. Teori Modal Manusia (Becker, 1964) menjelaskan bahwa pendidikan 

meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, tetapi dalam sektor 

informal, keterampilan praktis lebih dihargai dibandingkan ijazah.  

2. Teori Dualisme Ekonomi (Lewis, 1954) membagi ekonomi menjadi sektor 

formal, yang bergantung pada pendidikan formal, dan sektor informal, yang 

lebih fleksibel serta tidak terlalu menekankan kualifikasi akademis.  

3. Teori Ketidak sesuaian Keterampilan (Allen & Van der Velden, 2001) 

menyoroti kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, yang 

membuat keterampilan akademis kurang relevan dalam sektor informal. 
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4. Teori Modal Sosial (Bourdieu, 1986; Putnam, 1993) juga berperan, karena di 

sektor informal, jaringan sosial dan pengalaman lebih menentukan peluang 

kerja dibandingkan pendidikan formal. Dengan demikian, penelitian ini 

menegaskan bahwa meskipun pendidikan tinggi dapat mengurangi kemiskinan 

secara luas, dampaknya di sektor informal terbatas karena perbedaan 

kebutuhan keterampilan dan mekanisme perekrutan tenaga kerja. 

Penelitian Sutanto & Lestari (2020) menunjukkan bahwa upah minimum 

meningkatkan pendapatan tenaga kerja formal, tetapi tidak signifikan dalam 

menurunkan kemiskinan karena mayoritas pekerja Indonesia berada di sektor 

informal yang tidak terpengaruh oleh kebijakan ini. Untuk menjelaskan fenomena 

tersebut, penelitian terdahulu menggunakan beberapa teori sebagai landasan.  

1. Teori Pasar Tenaga Kerja Dualisme (Doeringer & Piore, 1971) membagi pasar 

tenaga kerja menjadi sektor formal yang tunduk pada regulasi dan sektor 

informal yang lebih fleksibel tetapi tidak dilindungi kebijakan upah minimum. 

2. Teori Efek Penggajian (Card & Krueger, 1995) menjelaskan bahwa upah 

minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja formal, namun tidak 

berdampak pada sektor informal. Selain itu, teori Ketidak seimbangan 

Struktural (Lewis, 1954) menyoroti bahwa dominasi sektor informal di negara 

berkembang menyebabkan kebijakan upah minimum hanya menjangkau 

sebagian kecil pekerja. 

3. Teori Segmented Labor Market menegaskan bahwa tenaga kerja terbagi dalam 

berbagai segmen dengan aturan yang berbeda, sehingga kebijakan upah 

minimum tidak dapat menyentuh seluruh pekerja. Dengan demikian, 

penelitian ini menggaris bawahi bahwa upah minimum memiliki dampak 
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terbatas dalam mengurangi kemiskinan karena tidak mencakup sektor 

informal yang menjadi mayoritas tenaga kerja di Indonesia. 

Penelitian Purwanto (2021) mengungkap bahwa ketidak sesuaian keterampilan 

tenaga kerja menjadi penyebab utama pengangguran, yang pada akhirnya 

memperburuk tingkat kemiskinan karena pekerja tidak dapat bersaing di pasar 

kerja yang menuntut keterampilan spesifik. Untuk menjelaskan fenomena 

tersebut, penelitian terdahulu menggunakan beberapa teori sebagai landasan.  

1. Teori Ketidak sesuaian Keterampilan (Allen & Van der Velden, 2001) 

menyoroti bahwa perbedaan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan 

pasar kerja menyebabkan pengangguran. 

2. Teori Modal Manusia (Becker, 1964) menjelaskan bahwa investasi dalam 

pendidikan hanya efektif jika sesuai dengan permintaan pasar. 

3. Teori Pasar Tenaga Kerja Segmented (Doeringer & Piore, 1971) menunjukkan 

bahwa tenaga kerja terbagi dalam segmen-segmen dengan tingkat akses dan 

keterampilan yang berbeda, sehingga tidak semua pekerja dapat beradaptasi 

dengan perubahan ekonomi.  

4. Teori Struktural Pengangguran (Keynes, 1936) menekankan bahwa perubahan 

industri dan teknologi dapat menciptakan kesenjangan keterampilan yang 

memicu pengangguran jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini 

menegaskan bahwa ketidaksesuaian keterampilan merupakan penghambat 

utama dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, menekankan 

pentingnya pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar 

kerja. 
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Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan teori Gary S. Becker dan teori 

Robert Chambers. Dalam teorinya, Becker menjelaskan bahwa investasi pada 

pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Hasilnya 

adalah peningkatan pe.ndapatan yang me.mungkinkan individu untuk ke.luar dari 

siklus ke.miskinan. Studi ini juga me.nunjukkan bahwa pe.ndidikan me.mbe.rikan 

pe.luang le.bih be.sar bagi mobilitas e.konomi, me.mungkinkan individu untuk 

me.ngakse.s pe.ke.rjaan yang le.bih baik dan me.mpe.rluas cakupan e.konomi me.re.ka. 

Misalnya, se.se.orang yang me.miliki pe.ndidikan tinggi ce.nde.rung me.miliki 

pe.luang le.bih be.sar untuk me.ndapatkan pe.ke.rjaan be.rgaji tinggi, dibandingkan 

me.re.ka yang me.miliki pe.ndidikan re.ndah (We.iss, 2015). Be.cke.r juga me.nggaris 

bawahi bahwa te.ori ini dapat me.mbantu me.mpe.rse.mpit ke.timpangan e.konomi. 

De.ngan me .mbe.rikan akse.s pe.ndidikan yang me.rata, masyarakat dapat 

me.nciptakan ke.se.mpatan yang le.bih adil bagi ke.lompok yang te.rpinggirkan, 

se.pe.rti kaum miskin atau minoritas. Inve.stasi dalam modal manusia tidak hanya 

me.mbe.rikan ke.untungan individu te.tapi juga be.rdampak pada tingkat sosial 

de.ngan me.ngurangi ke.timpangan dan me.ningkatkan ke.adilan e.konomi se.cara 

ke.se.luruhan (Te.ixe.ira, 2014). 

Yang me.mbe.dakan te.ori Gary S. Be.cke.r de.ngan te.ori lainnya ialah:  

Te.ori Robe.rt Chambe.rs, Robe.rt Chambe.rs adalah se.orang akade.misi 

te.rke.muka dalam bidang pe.mbangunan inte.rnasional yang me.miliki pe.ngaruh 

be.sar dalam me.mahami dan me.ngatasi ke.miskinan. Ia be.rpe.ndapat bahwa 

ke.miskinan adalah fe.nome.na multidime.nsi yang tidak dapat dire.duksi hanya 

me.njadi masalah ke.kurangan pe.ndapatan atau sumbe.r daya e.konomi. Dalam 

pandangan Chambe.rs, ke.miskinan adalah hasil dari inte.raksi be.rbagai faktor 

https://consensus.app/papers/gary-becker-on-human-capital-weiss/a55ea3445d80501982cfd67ef02ceabb/?utm_source=chatgpt
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sosial, e.konomi, dan politik yang saling me.mpe.rkuat. Hal ini dipe.rke.nalkan dalam 

konse.p de.privation trap atau je.bakan ke.miskinan. 

Me.nurut Chambe.rs, ada lima e.le .me.n utama yang me.mbe.ntuk je.bakan 

ke.miskinan. E .le.me.n pe.rtama adalah ke.miskinan itu se.ndiri, yang me.nce.rminkan 

ke.te.rbatasan akse.s te.rhadap sumbe.r daya e.konomi se.pe.rti uang, tanah, dan 

pe.ke.rjaan. Ke.mudian, te.rdapat ke.tidak be.rdayaan (powe.rle.ssne.ss), yaitu 

kurangnya ke.mampuan se.se.orang untuk me.me.ngaruhi ke.putusan-ke.putusan yang 

be.rdampak pada ke.hidupannya. Faktor ke.tiga adalah ke.re.ntanan (vulne.rability), 

yang me.nggambarkan ke.tidak mampuan individu untuk me.nghadapi risiko, 

guncangan, atau pe.rubahan yang tidak te.rduga, se.pe.rti be.ncana alam atau 

fluktuasi e.konomi. 

Se.lanjutnya, Chambe.rs juga me.ngide.ntifikasi ke.le.mahan fisik (physical 

we .akne.ss), yaitu kondisi ke.se.hatan yang buruk atau ke.kurangan gizi yang dapat 

me.nghambat produktivitas se.se.orang. Te.rakhir, isolasi me.njadi faktor ke.lima, 

yaitu ke.te.rbatasan akse.s te.rhadap informasi, pe.ndidikan, pasar, atau layanan dasar 

yang me.mbuat individu atau komunitas te.rpinggirkan dari siste.m sosial dan 

e.konomi. Ke.lima e.le.me.n ini saling te.rkait, me.nciptakan lingkaran se.tan yang 

me.mbuat ke.miskinan te.rus be.rlangsung dan sulit diatasi. 

Se.lain itu, Chambe.rs juga me.ne.kankan bahwa ke.miskinan tidak hanya harus 

dipahami me.lalui data statistik, te.tapi juga me.lalui pe.ngalaman subje.ktif orang 

miskin itu se.ndiri. Ia me.nyoroti bagaimana rasa malu, pe.nghinaan, ke.tidak 

be.rdayaan, dan e.ksklusi sosial se.ring kali me.njadi bagian dari pe.ngalaman se.hari-

hari orang miskin, yang tidak te.rce.rmin dalam angka-angka statistik tradisional. 

Dalam karyanya, Chambe.rs se.ring me.ngkritik pe.nde.katan pe.mbangunan 
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konve.nsional yang be.rsifat top-down dan me.ngabaikan pe.rspe.ktif se.rta ke.butuhan 

masyarakat miskin. Se.bagai alte.rnatif, ia me.mpe.rke.nalkan pe.nde.katan partisipatif 

dalam pe.mbangunan. Pe.nde.katan ini me.libatkan masyarakat miskin se .bagai aktor 

utama dalam prose.s pe.re.ncanaan dan pe.laksanaan program pe.mbangunan. 

Chambe.rs pe.rcaya bahwa solusi yang be.rke.lanjutan hanya dapat dicapai jika 

masyarakat yang te.rdampak dilibatkan se.cara langsung dalam prose.s pe.ngambilan 

ke.putusan. Pe.nde.katan ini tidak hanya me.mbe.rdayakan masyarakat miskin te.tapi 

juga me.mungkinkan solusi yang le.bih re.le.van dan e.fe.ktif. Dalam konte.ks global, 

te.ori Robe.rt Chambe .rs te.lah me.mbe.rikan kontribusi be.sar dalam me.mpe.rluas cara 

pandang te.rhadap ke.miskinan. Pe.nde.katannya dite.rapkan se.cara luas ole .h 

organisasi inte.rnasional, pe.me.rintah, dan LSM dalam be.rbagai program 

pe.mbangunan. Me.lalui karyanya, Chambe.rs me.ngajarkan pe.ntingnya 

me.nde.ngarkan suara orang miskin dan me.mahami komple.ksitas ke.miskinan yang 

me.lampaui se.kadar kurangnya uang atau harta be.nda. 

Te.ori yang dike.mbangkan ole.h Gary S. Be.cke.r dan Robe.rt Chambe.rs 

me.mbe.rikan pe.rspe.ktif yang me.ndalam untuk me.mahami dan me.rancang 

ke.bijakan yang re.le.van bagi Indone.sia.  Gary S. Be.cke.r, de.ngan gagasannya 

te.ntang e.konomi ke.luarga dan modal manusia (human capital), me.nawarkan 

pandangan bahwa manusia adalah ase.t e.konomi yang be.rharga. Me.nurut Be.cke.r, 

inve.stasi pada pe.ndidikan dan ke.se.hatan adalah kunci untuk me.ningkatkan 

produktivitas te.naga ke.rja dan, pada akhirnya, pe.rtumbuhan e.konomi suatu 

ne.gara. Bagi Indone.sia, te.ori ini me.mbe.rikan pijakan kuat untuk me.mahami 

pe.ntingnya ke.bijakan yang me .mpe.rbaiki akse.s dan kualitas pe.ndidikan se.rta 

layanan ke.se.hatan. Program-program se.pe.rti Kartu Indone.sia Pintar dan BPJS 
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Ke.se.hatan me.rupakan langkah nyata pe.me.rintah untuk me.ningkatkan kualitas 

modal manusia, se.jalan de.ngan pe.mikiran Be.cke.r. Be.cke.r juga me.nyoroti 

dampak diskriminasi te.rhadap e.konomi. Di Indone.sia, ke.timpangan be.rbasis 

ge.nde.r, e.tnis, atau status sosial masih me.njadi isu be.sar. Ini me.nghambat pote.nsi 

be.sar yang dimiliki ke.lompok te.rte.ntu untuk be.rkontribusi pe.nuh dalam 

pe.mbangunan e.konomi. Misalnya, pe.ran pe.re.mpuan dalam dunia ke.rja se.ring kali 

te.rhambat ole.h kurangnya akse.s te.rhadap pe.ndidikan dan pe.luang. Pe.mikiran 

Be.cke.r me.ngingatkan bahwa me.nghapus diskriminasi tidak hanya me.njadi 

tuntutan moral, te.tapi juga langkah strate.gis untuk me.ningkatkan e.fisie.nsi 

e.konomi nasional. Le.bih jauh, Be.cke.r me .mandang ke.luarga se.bagai unit e.konomi 

yang pe.nting dalam me.ngalokasikan sumbe.r daya. Di Indone.sia, dinamika 

ke.luarga, baik dalam konte.ks masyarakat pe.de.saan yang agraris maupun 

masyarakat pe.rkotaan mode.rn, me.njadi landasan pe.nting dalam be.rbagai 

ke.bijakan sosial. De.ngan me.mahami ke.luarga se.bagai unit yang me .me.ngaruhi 

pe.re.konomian, pe.me.rintah dapat le.bih e.fe.ktif me.nde.sain program ke.se.jahte.raan 

yang be.nar-be.nar me.nye.ntuh ke.butuhan dasar masyarakat. 

Di sisi lain, Robe.rt Chambe.rs me.mbe.rikan pe.nde.katan yang be.rbe.da te.tapi 

tidak kalah pe.ntingnya, yaitu fokus pada pe.mbangunan pe.de.saan, pe.nge.ntasan 

ke.miskinan, dan partisipasi masyarakat dalam prose.s pe.mbangunan. Chambe.rs 

pe.rcaya bahwa pe.mahaman atas ke.hidupan masyarakat miskin harus me.njadi inti 

dari se.tiap ke.bijakan pe.mbangunan. Di Indone.sia, di mana se.bagian be.sar 

pe.nduduk tinggal di dae.rah pe.de.saan, pe.nde.katan ini me.miliki re.le.vansi yang 

sangat kuat. Program se.pe.rti Dana De.sa me.njadi salah satu be.ntuk imple.me.ntasi 

pe.mikiran Chambe.rs dalam konte.ks Indone.sia. De.ngan me.ndistribusikan dana 
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langsung ke. de.sa-de.sa, masyarakat lokal me.miliki ke.se.mpatan untuk me.rancang 

dan me.nge.lola program pe.mbangunan yang se.suai de.ngan ke .butuhan me.re.ka. 

Pe.nde.katan ini me.mpe.rkuat pe.mikiran bahwa pe.mbangunan yang be.rhasil harus 

me.libatkan masyarakat se.bagai subje.k, bukan se.kadar obje.k ke.bijakan. Se.lain itu, 

Chambe.rs me.ne.kankan pe.ntingnya ke.be.rlanjutan dalam pe.mbangunan, baik dari 

se.gi sosial maupun lingkungan. Isu-isu se.pe.rti de.fore.stasi, de.gradasi lahan, dan 

pe.rubahan iklim me.njadi tantangan be.sar di Indone.sia. Te.ori Chambe.rs me.nggaris 

bawahi pe.ntingnya ke.te.rlibatan masyarakat lokal dalam me.njaga sumbe.r daya 

alam me.re.ka, se.kaligus me.mastikan bahwa pe.mbangunan yang dilakukan tidak 

me.rugikan ge.ne.rasi me.ndatang. 

Ke.dua te.ori ini, me.skipun me.miliki pe.rspe.ktif yang be.rbe.da, me .mbe.rikan 

kontribusi signifikan bagi pe.nge.mbangan ke.bijakan di Indone.sia. Te.ori Gary S. 

Be.cke.r me.ne.kankan pe.ntingnya inve.stasi pada modal manusia se.bagai upaya 

untuk me.ningkatkan pe.rtumbuhan e.konomi dan ke.se.jahte.raan masyarakat. 

Se.me.ntara itu, te.ori Robe.rt Chambe.rs me.nggaris bawahi pe.nde.katan 

pe.mbangunan yang be .rpusat pada manusia, be.rbasis partisipasi, dan be.rke.lanjutan 

se.bagai solusi te.rhadap masalah ke.miskinan dan ke.timpangan wilayah. De.ngan 

me.nginte.grasikan ke.dua gagasan te.rse.but, Indone.sia dapat me.ngimple.me.ntasikan 

ke.bijakan yang inklusif, be .rke.lanjutan, dan me.mbe.rdayakan se.luruh lapisan 

masyarakat, guna me.ncapai pe.mbangunan yang le.bih holistik dan e.fe.ktif. 

Dapat dilihat pada table. be.rikut Pe.rse.ntase. ke.miskinan di Indone.sia pada tahun 

2015 sampai 2024. 
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Tabel 1.1 

Persentase kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024 

Tahun 
Persentase kemiskinan 

(%) 

2015 11,13 

2016 10,70 

2017 10,12 

2018 9.66 

2019 9.22 

2020 10.19 

2021 9,71 

2022 9,57 

2023 9,36 

2024 9,03 

Rata-rata 9,94 

Sumbe.r : Badan Pusat Statistik (BPS) 

Tabe.l 1.1 me .nunjukkan pe.rse.ntase. pe.nduduk miskin di Indone.sia tahun 2015-

2024. Se.cara umum dapat dilihat dari tahun 2015-2024 pe.rse.ntase. pe.nduduk 

miskin te.rtinggi te.rdapat pada tahun 2015 se.be.sar 11,13 pe.rse.n dan pe.nduduk 

miskin te.re.ndah te.rdapat pada tahun 2024 se.be.sar 9,03 pe.rse.n. Rata-rata 

pe.nduduk miskin di Indone .sia se.be.sar 9,94 pe.rse.n.  

Me.nurut BPS rata-rata jumlah pe.nduduk miskin di Indone.sia se.be.sar 26,52 juta 

jiwa de.ngan rata-rata pe.rse.ntase. pe.nduduk miskin se.be.sar 9,94 pe.rse.n. Be.rikut 

data pe.rse.ntase. pe.nduduk miskin di Indone.sia pada tahun 2015-2024.  

Tabel 1.2 

Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2015-2024 

Tahun 

Penduduk Miskin 

Persentase Kemiskinan 

(%) 

Jumlah 

( Juta Jiwa ) 

2015 11,13 28,51 

2016 10,70 27,75 

2017 10,12 26,58 

2018 9.66 25,67 

2019 9.22 25,14 
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2020 10.19 27,55 

2021 9,71 26,50 

2022 9,57 26,36 

2023 9,36 25,90 

2024 9,03 25,22 

Rata-rata 9,94 26,52 

     Sumbe.r : Badan Pusat Statistik (BPS), Data diolah pe.nulis, 2025 

Be.rdasarkan pada tabe.l 1.2 jumlah pe.nduduk miskin di Indone.sia pada pe.riode . 

2015-2024 se.cara umum me.ngalami pe.nurunan, me.ski pun te.rdapat fluktuasi 

akibat be.be.rapa faktor se.pe.rti pande.mi COVID-19 pada pe.riode. 2020. Jumlah 

maupun pe.rse.ntase. pe.nduduk miskin me.ngalami pe.nurunan yang signifikan  

dimulai dari tahun 2016-2019, yakni se.be.sar 27,75 juta jiwa dan 10,70 pe.rse .n 

untuk tahun 2016, pada tahun 2019 me.ngalami pe.nurunan se.be.sar 25,14 juta jiwa 

dan 9,22 pe.rse.n. Jumlah maupun pe.rse.ntase. pe.nduduk miskin te.rus me.ngalami 

pe.nurunan hingga tahun 2024 se.be.sar 25,22 juta jiwa dan 9,03 pe.rse.n. Data ini 

me.nunjukkan upaya pe.me.rintah dalam me.ngurangi angka ke.miskinan di 

Indone.sia se.lama pe.riode. te.rse.but me.nunjukkan ke.be.rhasilan be.rbagai program 

pe.me.rintah dan upaya kole.ktif Masyarakat. 

Upaya pe.me.rintah dalam me.ngurangi ke.miskinan di Indone.sia, pe.me.rintah 

Indone.sia me.ngimple.me.ntasikan be.rbagai program untuk me.ngurangi 

ke.miskinan, te.rmasuk Pe.mbangunan infrastruktur, pe.mbe.rdayaan e.konomi, 

subsidi pangan, jaminan Ke.se.hatan, dan pe.nguatan kapasitas individu dan lain 

se.bagainya. Upaya yang paling e.fe.ktif untuk me.ningkatkan kualitas sumbe.r daya 

manusia adalah pe.ndidikan. Pe.ndidikan me.rupakan salah satu pilar pe.mbangunan 

suatu ne.gara. Me.lalui pe.ndidikan yang be.rkualitas, se.buah ne.gara dapat 

me.nge.mbangkan sumbe.r daya manusia yang kompe.te.n dan mampu be.rsaing di 

e.ra global. Tanpa pe.ndidikan yang be.rkualitas, kualitas sosial e.konomi, ke.se.hatan, 
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dan gizi tidak dapat dipe.rtahankan. Se.lain itu, untuk me.nge.ntaskan ke.miskinan, 

banyak orang me.nge.nyam Pe.ndidikan untuk me.ngubah je.njang ke.hidupannya 

(Dio Syahrullah, 2014). Te.rlihat bahwa de.ngan me.ningkatnya pe.nge.tahuan dan 

ke.te.rampilan, inve.stasi di bidang pe.ndidikan akan mampu me.ningkatkan kualitas 

sumbe.r daya manusia. Pe.me.rintah me.mbe.rlakukan ke.bijakan wajib be.lajar 

se.mbilan tahun untuk me.ningkatkan mutu pe.ndidikan di Indone.sia agar 

masyarakat Indone.sia dapat me.njadi pe.ke.rja yang be.rkualitas me.lalui pe.ningkatan 

produktivitas dan me.ndorong pe.ningkatan e.fisie .nsi kine.rja. Se.lain itu, ke.miskinan 

dapat dikurangi dan banyak orang dapat me.mpe.role.h pe.ndidikan dan me.ngubah 

taraf hidupnya. 

Tabel 1.3 

Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Indonesia 

Tahun 2015-2024 

Tahun 

Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan 

SD SMP SMA 
Perguruan 

Tinggi 

2015 27.79 21.44 32.25 7.95 

2016 33.08 16.49 34.27 7.92 

2017 28.03 21.71 33.25 8.15 

2018 25.63 21.24 35.11 8.76 

2019 25.13 22.31  35.95 9.26 

2020 24.80 21.78 38.59 9.49 

2021 25.10 22.15 38.88 9.67 

2022 24.83 22.56 40.12 10.15 

2023 24.62 22.74 40.38 10.15 

2024 24.72 22.79 41.05 10.20 

Sumbe.r : Badan Pusat Statistik (BPS), Data diolah pe.nulis, 2025 

Pada tabe.l 1.3 me.nunjukkan tingkat pe.nye.le.saian Pe.ndidikan di Indone.sia 

dalam se.puluh tahun te.rakhir me .ngalami pe.ningkatan baik je.njang Pe.ndidikan 

SD, SMP, SMA, dan Pe.rguruan Tinggi. Pada tahun 2015 tingkat pe.nye.le.saian 

Pe.ndidikan pada je.njang SD se.be.sar 27.79 pada je.njang SMP se.be.sar21.44, pada 
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je.njang SMA se.be.sar 32.25 dan pada je.njang Pe.rguruan Tinggi se.be.sar 7.95. 

Pe.ningkatan me.nunjukkan tingkat pe.nye .le.saian Pe.ndidikan di Indone.sia pada 

de.lapan tahun ke.de .pan te.rus me.ngalami pe.ningkatan pada je.njang SMP, SMA, 

dan Pe.rguruan Tinggi se.be.sar 22.79, 41.05, dan 10.20 dari tahun 2026.  
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Tabel 1.4 

Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2024 

38 Provinsi 
Upah Minimum Regional/Provinsi (Rupiah) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ACEH 1.900.000 2.118.500 2.500.000 2.700.000 2.916.810 3.165.031 3.165.031 3.166.460 3.413.666 3.413.666 

SUMATERA UTARA 1.625.000 1.811.875 1.961.354 2.132.189 2.303.403 2.499.423 2.499.423 2.522.609 2.710.493 2.710.493 

SUMATERA BARAT 1.615.000 1.800.725 1.949.284 2.119.067 2.289.220 2.484.041 2.484.041 2.512.539 2.742.476 2.811.449 

RIAU 1.878.000 2.095.000 2.266.722 2.464.154 2.662.026 2.888.564 2.888.564 2.938.564 3.191.662 3.191.662 

JAMBI 1.710.000 1.906.650 2.063.948 2.243.719 2.423.889 2.630.162 2.630.162 2.698.940 2.943.000 2.943.000 

SUMATERA SELATAN 1.974.346 2.206.000 2.388.000 2.595.995 2.804.453 3.043.111 3.043.111 3.144.446 3.404.177 3.404.177 

BENGKULU 1.500.000 1.605.000 1.730.000 1.888.741 2.040.407 2.213.604 2.215.000 2.238.094 2.418.280 2.418.280 

LAMPUNG 1.581.000 1.763.000 1.908.447 2.074.673 2.241.270 2.432.002 2.432.001 2.440.486 2.633.284 2.633.284 

BANGKA BELITUNG 2.100.000 2.341.500 2.534.673 2.755.444 2.976.706 3.230.024 3.230.023 3.264.884 3.498.479 3.498.479 

KEP. RIAU 1.954.000 2.178.710 2.358.454 2.563.875 2.769.754 3.005.460 3.005.460 3.050.172 3.279.194 3.402.492 

DKI JAKARTA 2.700.000 3.100.000 3.355.750 3.648.036 3.940.973 4.276.350 4.416.186 4.641.854 4.901.798 5.067.381 

JAWA BARAT 1.000.000 2.250.000 1.420.624 1.544.361 1.668.373 1.810.351 1.810.351 1.841.487 1.986.670 1.986.670 

JAWA TENGAH 910.000 - 1.367.000 1.486.065 1.605.396 1.742.015 1.798.979 1.812.935 1.958.169 1.958.169 

DI YOGYAKARTA 988.500 - 1.337.645 1.454.154 1.570.923 1.704.608 1.765.000 1.840.915 1.981.782 1.981.782 
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JAWA TIMUR 1.000.000 - 1.388.000 1.508.895 1.630.059 1.768.777 1.868.777 1.891.567 2.040.244 2.040.244 

BANTEN 1.600.000 1.784.000 1.931.180 2.099.385 2.267.990 2.460.997 2.460.996 2.501.203 2.661.280 2.661.280 

BALI 1.621.172 1.807.600 1.956.727 2.127.157 2.297.969 2.494.000 2.494.000 2.516.971 2.713.672 2.962.468 

NTB 1.330.000 1.482.950 1.631.245 1.825.000 2.012.610 2.183.883 2.183.883 2.207.212 2.371.407 2.371.407 

NTT 1.250.000 1.425.000 1.525.000 1.660.000 1.795.000 1.950.000 1.950.000 1.975.000 2.123.994 2.123.994 

KALIMANTAN BARAT 1.560.000 1.739.400 1.882.900 2.046.900 2.211.500 2.399.699 2.399.698 2.434.328 2.608.602 2.608.601 

KALIMANTAN  TENGAH 1.896.367 2.057.558 2.222.986 2.421.305 2.663.435 2.903.145 2.903.144 2.922.516 3.181.013 3.181.013 

KALIMANTAN SELATAN 1.870.000 2.085.050 2.258.000 2.454.671 2.651.782 2.877.449 2.877.448 2.906.473 3.149.977 3.282.812 

KALIMANTAN TIMUR 2.026.126 2.161.253 2.339.556 2.543.332 2.747.561 2.981.379 2.981.378 3.014.497 3.201.396 3.201.396 

KALIMANTAN UTARA 2.026.126 2.175.340 2.358.800 2.559.903 2.765.463 3.000.804 3.000.804 3.016.738 3.251.703 3.251.702 

SULAWESI UTARA 2.150.000 2.400.000 2.598.000 2.824.286 3.051.076 3.310.723 3.310.723 3.310.723 3.485.000 3.485.000 

SULAWESI TENGAH 1.500.000 1.670.000 1.807.775 1.965.232 2.123.040 2.303.711 2.303.711 2.390.739 2.599.546 2.599.546 

SULAWESI SELATAN 2.000.000 2.250.000 2.500.000 2.647.767 2.860.382 3.103.800 3.165.876 3.165.876 3.385.145 3.522.000 

SULAWESI TENGGARA 1.652.000 1.850.000 2.002.625 2.177.052 2.351.870 2.552.015 2.552.014 2.710.595 2.758.948 2.758.948 

GORONTALO 1.600.000 1.875.000 2.030.000 2.206.813 2.384.020 2.788.826 2.788.826 2.800.580 2.989.350 2.800.580 

SULAWESI BARAT 1.655.500 1.864.000 2.017.780 2.193.530 2.381.000 2.678.863 2.678.863 2.678.863 2.871.794 2.871.794 

MALUKU 1.650.000 1.775.000 1.925.000 2.222.220 2.400.664 2.604.961 2.604.961 2.619.312 2.812.827 2.812.827 

MALUKU UTARA 1.577.617 1.681.266 1.975.000 2.320.803 2.508.091 2.721.530 2.721.530 2.862.231 2.976.720 2.976.720 
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PAPUA BARAT 2.015.000 2.237.000 2.416.855 2.667.000 2.934.500 3.134.600 3.134.600 3.200.000 3.282.000 3.282.000 

PAPUA BARAT DAYA - - - - - - - - - 3.282.000 

PAPUA 2.193.000 2.435.000 2.663.646 3.000.000 3.240.900 3.516.700 3.516.700 3.561.932 3.864.696 3.864.696 

PAPUA SELATAN - - - - - - - - - 3.864.696 

PAPUA TENGAH - - - - - - - - - 3.864.696 

PAPUA PEGUNUNGAN - - - - - - - - - 3.864.696 

INDONESIA 1.790.342 1.997.819 2.142.855 2.268.874 2.455.662 2.672.371 2.687.723 2.729.463 2.923.307 3.025.160 

Sumbe.r : Badan Pusat Statistik (BPS), Ke.mnake.r RI, Ditje.nd.PHI, JSK dan Data diolah pe.nulis 2025 

Pada tabe.l 1.4 Tingkat upah minimum di indone.sia me.ngalami pe.ningkatan pada se.tiap tahun. Pada tahun 2015 rata-rata upah minimum 

se.be.sar 1.790.342 rupiah, dan pada tahun 2016 rata-rata upah minimum me.ngalami pe.ningkatan se.be.sar 1.997.819 rupiah dan te.rus 

me.ngalami pe.ningkatan hingga tahun 2021 se.be.sar 2.687.723 rupiah, pada tahun 2022 rata-rata upah minimum ke.mbali me.ngalami 

pe.ningkatan se.be.sar 2.729.463 rupiah dan te.rus me.ngalami pe.ningkatan hingga tahun 2024 rata-rata upah minimum se.be.sar 3.025.160 

rupiah. Hal ini me.nunjukkan bawa upah minimum di Indone.sia te.rus me.ngalami pe.ningkatan yang signifikan se.tiap tahunnya. 
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Tabel 1.5 

Jumlah dan Persentasi Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2015-2024 

Tahun Bekerja 

Jumlah 

Angkatan Kerja 

(AK) 

% Bekerja / AK 

2015 114.819.199 122.380.021 93,82 

2016 118.411.973 125.443.748 94,39 

2017 121.022.423 128.062.746 94,50 

2018 126.282.186 133.355.571 94,70 

2019 128.755.271 135.859.695 94,77 

2020 128.454.184 138.221.938 92,93 

2021 131.050.523 140.152.575 93,51 

2022 135.296.713 143.722.644 94,14 

2023 139.852.377 147.707.452 94,68 

2024 144.642.004 152.107.603 95,09 

Sumbe.r : Badan Pusat Statistik (BPS), Data diolah pe.nulis, 2025 

Faktor lain yang me.mpe.ngaruhi tingkat ke.miskinan adalah te.naga ke.rja, te.naga 

ke.rja me.miliki pe.ngaruh yang signifikan te.rhadap tingkat ke.miskinan di 

Indone.sia, de.ngan me.kanisme. dan dinamika yang be.rvariasi. Be.rdasarkan data 

dari BPS dalam tabe.l 1.5  jumlah te.naga ke.rja di Indone.sia pada tahun 2015 

se.be.sar 114.819.199 ribu orang, te.rlihat dari tabe.l 1.5 te.naga ke.rja di Indone.sia 

me.ngalami pe.ningkatan se.cara signifikan se.tiap tahunnya, pada tahun 2016 

me.ngalami pe.ningkatan se.be.sar 118.411.973 ribu orang, pada tahun 2017 se.be.sar 

121.022.423 ribu orang, dan me.ningkat lagi pada tahun 2018 se.be.sar 126.282.186 

ribu orang, pada tahun 2019 se.be.sar 128.755.271 ribu orang, dan di tahun 2020 

me.ngalami pe.nurunan se.be.sar 128.454.184 ribu orang hal ini diakibatkan dampak 

dari pande.mi COVID-19, pada tahun 2021 ke.mbali me.ngalami pe.ningkatan 

se.be.sar 131.050.523 ribu orang, dan di tahun 2022 me.ningkat se.be.sar 

135.296.713 ribu orang, dan me.ningkat lagi pada tahun 2023 se.be.sar 139.852.377 

ribu orang, pada tahun 2024 me.ngalami pe.ningkatan lagi se.be.sar144.642.004. 

Me.ski pun rata-rata se.tiap tahunnya jumlah te.naga ke.rja me.ngalami pe.ningkatan 
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namun pada ke.nyataannya hal ini tidak me.mpe.ngaruhi tingkat ke.miskinan di 

Indone.sia. 

Be.rdasarkan uraian te.rse.but dan me.ngacu pada masalah yang te.rjadi, maka, 

pe.ne.liti te.rtarik untuk me.lakukan pe.ne.litian ini untuk me.nganalisis le .bih lanjut 

me.nge.nai pe.ngaruh tingkat ke.miskinan di Indone.sia. Faktor pe.ndidikan, upah 

minimum, dan te.naga ke.rja yang me.nye.babkan ke.miskinan di Indone.sia. 

Me.nge.mbangkan faktor yang diyakini mampu me.mpe.ngaruhi tingkat ke.miskinan 

yang me.liputi, pe.ndidikan, upah minimum, dan te.naga ke.rja di Indone.sia. 

Se.hingga judul pe.ne.litian yang diambil pe.ne.liti adalah “Analisis Pengaruh 

Pendidikan, Upah Minimum, Dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat 

Kemiskinan Di Indonesia”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Be.rdasarkan latar be.lakang masalah, maka diide.ntifikasi masalah se.bagai 

be.rikut: 

1. Pe.ngaruh Pe.ndidikan te.rhadap ke.miskinan se.ring dianggap se.bagai solusi 

untuk me.ningkatkan taraf hidup, te.tapi be.lum banyak ada analisis 

me.ndalam te.ntang se.jauh mana tingkat pe.ndidikan me.me .ngaruhi 

ke.miskinan di Indone.sia. 

2. E .fe.ktivitas Upah Minimum dalam me.ngurangi ke.miskinan, apakah 

ke.bijakan upah minimum be.rtujuan me.ningkatkan ke.se.jahte.raan pe.ke.rja, 

namun e.fe.ktivitasnya dalam me.nurunkan ke.miskinan, te.rutama dise.ktor 

informal, masih me.njadi tanda tanya. 

3. Pe.ran Te.naga Ke.rja te.rhadap tingkat ke.miskinan, Se.bagian be.sar te.naga 

ke.rja Indone.sia be.rada di se.ktor informal, yang ce.nde.rung me.miliki 
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pe.ndapatan re.ndah dan tidak stabil, me.ski pun tingkat te.naga ke.rja 

me.ngalami ke.naikan se.tiap tahunnya. 

 

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Rumusan Masalah 

Be.rdasarkan latar be.lakang pe.rmasalahan diatas maka dapat dirumuskan 

be.be.rapa rumusan masalah untuk me.lakukan pe.ne.litian ini adalah : 

1. Apakah Pe.ndidikan be.rpe.ngaruh te.rhadap ke.miskinan di Indone.sia? 

2. Apakah Upah minimum be.rpe.ngaruh te.rhadap ke.miskinan di Indone.sia? 

3. Apakah Te.naga ke.rja be.rpe.ngaruh te.rhadap ke.miskinan di Indone.sia? 

 

1.3.2 Batasan Masalah 

Agar pe.mbahasan pe.nulisan skripsi ini me.njadi rinci dan te.rarah, se.rta untuk 

me.nghindari pe.mbahasan yang me.nyimpang dari judul dan tujuan tugas akhir, 

maka batasan masalah adalah “Analisis Pe.ngaruh Pe.ndidikan, Upah Minimum, 

dan Te.naga Ke.rja te.rhadap Tingkat Ke.miskinan di Indone.sia”. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Me.nge.nai latar be.lakang dan rumusan masalah dimaksudkan ialah : 

1. Untuk me.nge.tahui pe.ngaruh kaitan antara Pe.ndidikan te.rhadap ke.miskinan 

di Indone.sia  

2. Untuk me.nge.tahui pe.ngaruh kaitan antara Upah Minimum te.rhadap 

ke.miskinan di Indone.sia  

3. Untuk me.nge.tahui pe.ngaruh kaitan antara Te.naga ke.rja te.rhadap 

ke.miskinan di Indone.sia  
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1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil pe.ne.litian dapat digunakan untuk me.nganalisis variabe.l, Pe.ndidikan, 

Upah Minimum dan Te.naga Ke.rja me.nge.nai Tingkat Ke.miskinan di Indone.sia, 

Manfaat dari hasil pe.ne.litian ini diharapkan adalah : 

1. Akade.misi 

 Manfaat pe.nulisan proposal skripsi ini adalah pe.nulis dapat me.ne.rapkan 

pe.mbe.lajaran yang dipe.role.h se.lama me.ngikuti prose.s be.lajar me.ngajar 

pada saat pe.rkulihan dan me.miliki ke.se.mpatan untuk me .mpe.lajari 

bagaimana me.nye.le.saikan hambatan dan pe.rmasalahan yang timbul 

khususnya dalam me.nge.tahui pe.ngaruh Pe.ndidikan, upah minimum, dan 

te.naga ke.rja te.rhadap Tingkat ke.miskinan di Indone.sia.  

2. Pe.me.rintah 

Hasil pe.ne.litian ini diharapkan dapat me.mbe.rikan kontribusi dalam 

pe.nge.mbangan ke.bijakan yang le.bih e.fe.ktif untuk me.ngurangi Tingkat 

ke.miskinan di Indone.sia, se.rta me.mpe.rkaya lite.ratur e.mpiris me.nge.nai 

de.te.rminan ke.miskinan di ne.gara be.rke.mbang. 

3. Pe.ne.litian se.lanjutnya 

Pe.ne.litian ini dapat dijadikan se.bagai re.fe.re.nsi bagi pe.mbaca te.rutama 

se.sama Mahasiswa dalam pe.nyusunan tugas akhir yang be.rkaitan de.ngan 

ke.miskinan agar dapat me.nghasilkan karya tulis yang baik dan dapat 

dijadikan re.fe.re.nsi untuk ke.de.pannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Uraian Teoritis 

2.1.1 Kemiskinan  

Ke.miskinan me.rupakan ke.tidak mampuan masyarakat suatu wilayah untuk 

me.me.nuhi taraf hidup e.konominya. Masalah ini biasanya te.rjadi kare.na 

re.ndahnya pe.ndapatan masyarakat untuk me.me.nuhi ke.butuhan dasar se.pe.rti 

pangan, sandang, dan papan, se.rta re.ndahnya kualitas sumbe.r daya manusia 

(SDM). Pe.ndapatan yang re.ndah me.mbuat masyarakat sulit me.me.nuhi standar 

hidup se.pe.rti tingkat Ke.se.hatan, Pe.ndidikan se.rta me.ndapatkan pe.rlakuan 

ke.tidakadilan dalam hukum dan re.ntan te.rhadap timbulnya ancaman tindak 

kriminal. Pe.rmasalahan ke.miskinan banyak te.rjadi di be.be.rapa ne.gara 

be.rke.mbang de.ngan jumlah pe.nduduk yang be.sar dan dapat me.nimbulkan 

ke.se.njangan pe.rlindungan sosial se.rta me.nimbulkan ke.se.njangan sosial antar 

masyarakat. Miskin adalah kondisi yang se.cara umum me.nggambarkan suatu 

rumah tangga, komunitas, yang be .rada dalam ke.kurangan, te.rutama dalam 

kaitannya de.ngan pe.me .nuhan ke.butuhan yang paling dasar. Me.nurut Robe.rt 

Chambe.rs, ke.miskinan adalah fe.nome.na multidime.nsi yang me.ncakup tidak 

hanya ke.kurangan e.konomi, te.tapi juga aspe.k sosial, psikologis, dan struktural 

se.pe.rti ke.tidakbe.rdayaan, ke.re.ntanan, isolasi, dan ke.le.mahan fisik. Ia 

me.mpe.rke.nalkan konse.p de.privation trap atau je.bakan ke.te.rbe.lakangan, yang 

me.nggambarkan bagaimana faktor-faktor ini saling me.mpe.rkuat dan 

me.me.rangkap individu atau komunitas dalam ke.miskinan. Chambe .rs me.ne.kankan 
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pe.ntingnya pe.nde.katan partisipatif dan me.mahami pe.ngalaman subje.ktif 

masyarakat miskin dalam me.ngatasi ke.miskinan se.cara be.rke.lanjutan. 

Program Pe.mbangunan Pe.rse.rikatan Bangsa-Bangsa (UNDP. 2003), dikutip 

dalam Kor, Akaakohol dan Mile. (2013) me.nyatakan bahwa ke.miskinan adalah 

fe.nome.na sosial multidime.nsi yang bisa te.rjadi se.cara analitis. Dimana 

multidime .nsi te.rse.but dibagi me.njadi dua dime.nsi utama yakni ke.miskinan 

pe.ndapatan, adalah kurangnya pe.ndapatan yang pe.rlu dipe.nuhi untuk ke.butuhan 

dasar se.pe.rti sandang, pangan, papan. Dime.nsi yang ke.dua yaitu ke.miskinan 

manusia yang me.rupakan kurangnya ke.mampuan manusia misalnya harapan 

hidup, mate.ri, ke.se.hatan, pe.ndidikan, nutrisi, dan pe.rse.psi ke.se.jahte.raan. 

2.1.1.1 Teori Kemiskinan  

Ada be.be.rapa te.ori-te.ori ke.miskinan dari be.be.rapa ahli yang be.rdampak 

te.rhadap tingkat ke.miskinan, te.ori te.rse.but anatara lain: 

1. Te.ori Ke.miskinan Robe.rt Chambe.rs 

Robe.rt Chambe.rs adalah se.orang akade.misi dan praktisi pe.mbangunan 

inte.rnasional yang te.rke.nal kare.na pe.nde.katan inovatifnya dalam me.mahami dan 

me.ngatasi ke.miskinan. Dalam pandangannya, ke.miskinan adalah fe.nome.na 

multidime .nsi yang tidak dapat dilihat hanya dari sisi e.konomi atau ke.kurangan 

pe.ndapatan. Ia me.nje.laskan bahwa ke.miskinan me.libatkan be.rbagai aspe.k sosial, 

budaya, politik, dan psikologis, yang se.ringkali saling be.rhubungan dan 

me.mpe.rkuat satu sama lain. Untuk me.mahami ke.miskinan se.cara kompre.he.nsif, 

Chambe.rs me.mpe.rke.nalkan konse.p “de.privation trap” atau je.bakan 

ke.te.rbe.lakangan. Me.nurut Chambe.rs, ke.miskinan adalah hasil dari inte.raksi lima 

e.le.me.n utama yang me.mbe.ntuk se.buah lingkaran se.tan, se.hingga me.mbuat 
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individu atau komunitas sulit ke.luar dari kondisi ke.miskinan. E.le.me.n-e.le.me.n 

te.rse.but adalah: 

1. Ke.miskinan (Pove.rty): Ke.te.rbatasan sumbe.r daya e.konomi yang 

me.nye.babkan individu tidak mampu me.me.nuhi ke.butuhan dasar se.pe.rti 

makanan, te.mpat tinggal, dan ke.se.hatan. 

2. Ke.tidak be.rdayaan (Powe.rle.ssne.ss): Ke.tidakse.imbangan ke.kuasaan yang 

me.mbuat masyarakat miskin tidak me.miliki pe.ngaruh dalam pe.ngambilan 

ke.putusan yang me.me.ngaruhi hidup me.re.ka. 

3. Ke.re.ntanan (Vulne.rability): Ke.tidakmampuan untuk me.nghadapi 

guncangan atau risiko e.kste.rnal, se.pe.rti be.ncana alam, konflik, atau krisis 

e.konomi. 

4. Ke.le.mahan fisik (Physical We.akne.ss): Kondisi ke.se.hatan yang buruk 

akibat kurangnya gizi atau akse.s ke. layanan ke.se.hatan, yang me.nghambat 

produktivitas dan kapasitas individu. 

5. Isolasi (Isolation): Ke.te.rbatasan akse.s te.rhadap informasi, pe.ndidikan, 

pasar, atau layanan dasar, yang me.mpe.rburuk ke.te.rpinggiran masyarakat 

miskin dari siste.m sosial dan e.konomi. 

Chambe.rs me.nje.laskan bahwa ke.lima e.le.me.n ini saling me.mpe.rkuat, 

me.nciptakan siklus yang sulit dipatahkan. Se.bagai contoh, ke.miskinan e.konomi 

dapat me.nye .babkan isolasi, kare.na individu tidak mampu me.mbayar pe.ndidikan 

atau transportasi, yang pada gilirannya me.mbatasi pe.luang untuk me.ningkatkan 

kapasitas me.re.ka. Salah satu poin pe.nting dalam te.ori Chambe.rs adalah bahwa 

ke.miskinan tidak hanya soal angka atau statistik, te.tapi juga me.libatkan 

pe.ngalaman subje.ktif. Orang miskin se.ring me.rasa tidak be.rdaya, te.rhina, dan 
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me.ngalami e.ksklusi sosial. Pe.rasaan ini, me.skipun sulit diukur, adalah bagian 

pe.nting dari pe.ngalaman ke.miskinan yang harus dipahami untuk me.nciptakan 

solusi yang e.fe.ktif. Chambe.rs me.ngkritik pe.nde.katan pe.mbangunan tradisional 

yang te.rlalu fokus pada indikator kuantitatif, se.pe.rti pe.ndapatan, dan 

me.ngabaikan aspe.k-aspe.k psikologis dan sosial. 

Chambe.rs juga me.nyoroti bahwa ke.miskinan se.ring kali be.rakar pada struktur 

sosial, e.konomi, dan politik yang tidak adil. Siste.m ini me.nciptakan ke.timpangan 

yang me.minggirkan ke.lompok te.rte.ntu, se.pe.rti pe.re.mpuan, minoritas, dan 

masyarakat pe.de.saan. Ole.h kare.na itu, pe.nge.ntasan ke.miskinan me.me.rlukan 

re.formasi struktural yang me.nciptakan akse.s yang le.bih adil te.rhadap sumbe .r 

daya dan pe.luang. Te.ori Robe.rt Chambe.rs sangat re.le.van dalam konte.ks 

pe.mbangunan saat ini, te.rutama di ne.gara be.rke.mbang. Pe.nde.katannya yang 

partisipatif te.lah digunakan ole.h be.rbagai organisasi inte.rnasional, LSM, dan 

pe.me.rintah untuk me.nciptakan program yang le.bih inklusif dan be.rke.lanjutan. 

Te.ori ini me.ngajarkan pe.ntingnya me.nde.ngarkan suara orang miskin dan 

me.mahami ke.miskinan dari pe.rspe.ktif me.re.ka se.ndiri, se.hingga solusi yang 

dihasilkan dapat be.nar-be.nar me.njawab ke.butuhan me.re.ka. 

2. Te.ori Modal Manusia (Gary S. Be.cke.r) 

Gary S. Be.cke.r, se.orang e.konom pe.me.nang Nobe.l, me .nge.mbangkan 

pe.nde.katan e.konomi te.rhadap isu-isu sosial, te.rmasuk ke.miskinan, me.lalui te.ori 

human capital (modal manusia). Dalam pandangan Be.cke.r, ke.miskinan se.ring 

kali me .rupakan hasil dari kurangnya inve.stasi dalam modal manusia, se.pe.rti 

pe.ndidikan, ke.te.rampilan, dan ke.se.hatan. Ia be.rpe.ndapat bahwa modal manusia 
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me.mainkan pe.ran pe.nting dalam me.ne.ntukan produktivitas dan pe.ndapatan 

se.se.orang. 

Be.cke.r me.lihat pe.ndidikan dan pe.latihan se.bagai inve.stasi e.konomi yang 

me.ningkatkan pote.nsi produktivitas individu di masa de.pan. Ke.miskinan, dalam 

ke.rangka ini, te.rjadi ke.tika individu tidak me.miliki sumbe.r daya yang cukup 

untuk me.ngakse.s pe.ndidikan atau pe.latihan yang dapat me.ningkatkan 

ke.te.rampilan me.re.ka. Ini se.ring kali dipe.rparah ole.h ke.ndala struktural se.pe.rti 

diskriminasi dan ke.te.rbatasan akse.s te.rhadap modal finansial. Se.lain itu, Be.cke.r 

me.nge.mbangkan pe.nde.katan e.konomi te.rhadap pe.ngambilan ke.putusan dalam 

rumah tangga miskin. Ia me.nggunakan analisis be.rbasis rasionalitas untuk 

me.nje.laskan bagaimana individu atau ke.luarga miskin me.mbuat ke.putusan 

e.konomi de.ngan me.mpe.rtimbangkan manfaat dan biaya, me.skipun sumbe.r daya 

me.re.ka te.rbatas. Te.ori ini me.mbantu me.nje.laskan bagaimana ke.bijakan publik, 

se.pe.rti subsidi pe.ndidikan atau pe.latihan ke.rja, dapat me.mbantu me.ngurangi 

ke.miskinan de.ngan me.ningkatkan akse.s te.rhadap inve.stasi modal manusia. 

2.1.1.2 Jenis-Jenis Kemiskian 

Me.nurut Muhammad Ramadhan,  dalam Nasikun Ke.miskinan dapat dibagi 

dalam e.mpat be.ntuk, yaitu: 

1. Ke.miskinan Absolut 

Bila pe.ndapatannya di bawah garis ke.miskinan atau tidak cukup untuk 

me.me.nuhi pangan, sandang, ke.se.hatan, pe.rumahan, dan pe.ndidikan yang 

dipe.rlukan untuk bisa hidup dan be.ke.rja. 
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2. Ke.miskinan Re.latif 

Kondisi miskin kare.na pe.ngaruh ke.bijakan pe.mbangunan yang be.lum 

me.njangkau se.luruh masyarakat, se.hingga me.nye.babkan ke.timpangan pada 

pe.ndapatan. 

3. Ke.miskinan Kultural 

Me.ngacu pada pe.rsoalan sikap se.se.orang atau masyarakat yang 

dise.babkan ole.h faktor budaya, se.pe.rti tidak mau be.rusaha me.mpe.rbaiki tingkat 

ke.hidupan, malas, pe.mboros, tidak kre.atif me .ski pun ada bantuan dari pihak luar. 

4. Ke.miskinan Struktural 

Situasi miskin yang dise.babkan kare.na re.ndahnya akse.s te.rhadap sumbe .r 

daya yang te.rjadi dalam suatu siste.m sosial budaya dan sosial politik yang tidak 

me.ndukung pe.mbe.basan ke.miskinan, te.tapi se.ringkali me.nye .babkan suburnya 

ke.miskinan. 

Me.nurut pe.ndapat Prof Mochtar Mas’oe.d me.ngatakan pe.nye.bab ke.miskinan 

dapat dibe.dakan me.njadi 2 yaitu: 

1. Ke.miskinan alamiah  

Ke.miskinan alamiah timbul akibat ke.langkaan sumbe.r-sumbe.r daya alam, 

kondisi tanah yang tandus, tidak ada pe.ngairan dan ke.langkaan prasarana. 

2. Ke.miskinan buatan  

Ke.miskinan buatan timbul akibat adanya mode.rnisasi atau pe.mbangunan 

yang me.mbuat anggota masyarakat tidak dapat me.nguasai sumbe.r daya, sarana, 

dan fasilitas e.konomi yang ada se.cara me.rata. Ke.miskinan buatan juga dapat 

dise.but de.ngan ke.miskinan structural.  
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2.1.1.3 Ukuran Kemiskinan 

Me.nurut BPS Pe.nduduk miskin adalah pe.nduduk yang rata-rata pe.nge.luaran 

pe.rkapita pe.rbulannya be.rada di bawah garis ke.miskinan. Adapun tujuan dari 

garis ke.miskinan adalah me.njadi batas bagi pe.ndapatan se.se.orang yang pe.rlu 

dipe.nuhi supaya dapat me.mpe.role.h standar hidup yang me.ncukupi. 

BPS me.ngukur ke.miskinan me.nggunakan konse.p me.me.nuhi ke.butuhan dasar 

(basic ne.e.ds approach). De.ngan pe.nde.katan ini, ke.miskinan dilihat dari sisi 

pe.nge.luarannya apakah suatu individu mampu untuk me .me.nuhi ke.butuhan 

dasarnya atau tidak. BPS me.ne.tapkan Garis Ke.miskinan dalam tiga kate.gori 

se.bagai be.rikut:  

1. Garis Ke.miskinan.  

Yang dimaksud de.ngan garis ke.miskinan adalah total dari Garis 

Ke.miskinan Makanan (GKM) dan Garis Ke.miskinan Non Makanan (GKNM). 

Apabila pe.nduduk me.miliki rata-rata pe.nge.luaran pe.r bulannya be.rada di bawah 

garis ke.miskinan, maka pe.nduduk te.rse.but digolongkan me.njadi pe.nduduk 

miskin. 

2. Garis ke.miskinan Makanan (GKM)  

Me.rupakan nilai pe.nge.luaran ke.butuhan minimum makanan yang 

dise.tarakan de.ngan 2100 kilo kalori pe.rkapita pe.rhari.  

3. Garis Ke.miskinan Non Makanan (GKNM)                   

Me.rupakan ke.butuhan minimum se.pe.rti sandang, pe.ndidikan, 

pe.rumahan,dan ke.se.hatan.  
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a. Rumus perhitungan Garis Kemiskinan (GK):  

GK = GKM + GKNM  

GK = Garis Ke.miskinan  

GKM = Garis Ke.miskinan Makanan 

GKNM = Garis Ke.miskinan Non Makan 

b. Ciri-ciri Penduduk Miskin 

Ciri-ciri pe.nduduk miskin yaitu:  

1) Rata-rata tidak me.mpunyai faktor produksi se.ndiri se.pe.rti tanah, 

modal, pe.ralatan ke.rja, dan ke.te.rampilan. 

2) Me.mpunyai tingkat pe.ndidikan yang re.ndah. 

3) Ke.banyakan be.ke.rja atau be.rusaha se.ndiri dan be.rsifat usaha ke.cil 

(se.ktor informal), se.te.ngah me.nganggur atau me.nganggur (tidak 

be.ke.rja). 

4) Ke.banyakan be.rada di pe.de.saan atau dae.rah te.rte.ntu pe.rkotaan (slum 

are.a), dan 

5) Kurangnya ke.se.mpatan untuk me.mpe.role.h (dalam jumlah yang 

cukup): bahan ke.butuhan pokok, pakaian, pe.rumahan, fasilitas 

ke.se.hatan, air minum, pe.ndidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, 

dan ke.se.jahte.raan sosial lainnya. 

2.1.1.4 Indikator Kemiskinan 

Badan Pusat Statistik (2014) me.mbe.rikan rumusan yang konkrit se.bagai 

indikator utama ke.miskinan adalah: 

1. Luas lantai bangunan te.mpat tinggal kurang dari 8m2 pe.r orang. 

2. Je.nis lantai te.mpat tinggal te.rse.but dari tanah, bambu, kayu murahan. 
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3. Je.nis dinding te.mpat tinggal dari bambu, rumbia, kayu be.rkualitas re.ndah dan 

te.mbok tanpa diplaste.r. 

4. Tidak me.miliki fasilitas buang air be.sar atau Be.rsama-sama de.ngan rumah 

lainnya.  

5. Sumbe.r pe.ne.rangan rumah tangga tidak me.nggunakan Listrik 

6. Sumbe.r air minum be.rasal dari sumur atau mata air, Sungai, dan air hujan. 

7. Bahan bakar untuk masak se.hari-hari adalah kayu bakar, arang atau minyak 

tanah. 

8. Hanya me.ngkonsumsi daging, susu, ayam dalam satu kali se.minggu. 

9. Hanya me.mbe.li satu ste.l pakain baru dalam satu tahun. 

10. Hanya sanggup makan se .banyak satu atau dua kali dalam se.hari. 

11. Tidak sanggup me.mbayar biaya pe.ngobatan di Puske.smas atau Poliklinik. 

12. Sumbe.r pe.nghasilan ke.pala rumah tangga adalah pe.tani de.ngan luas lahan 

500m2, buruh tani, ne.layan, buruh bangunan, buruh Pe.rke.bunan dan 

pe.ke.rjaan lainnya de.ngan pe.ndapatan dibawah Rp. 600.000,- pe.r bulan. 

13. Pe.ndididkan te.rtinggi ke.pala rumah tangga yaitu tidak se.kolah, tidak tamat 

SD, dan tamat SD.  

14. Tidak me.miliki Tabungan atau barang yang mudah dijual de.ngan minimal Rp. 

500.000,- se.pe.rti se.pe.da motor kre.dit atau non kre.dit, e.mas, te.nak atau 

barang modal lainnya. 

Dalam hal ini dipe.rlukan adanya ke.se.pakatan yang te.tap untuk me.mbe.dakan 

antara miskin dan tidak miskin de.ngan acuan garis ke.miskinan. Be.rikut rumus 

yang digunakan untuk me.nge.tahui garis ke.miskinan yaitu de.ngan He.adcount 

Inde.x. He.adcount inde.x me.rupakan inde.ks ke.miskinan yang paling luas 
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pe.nggunaannya, yaitu jumlah pe.nduduk miskin te.rhadap total pe.nduduk yang 

te.rdapat di kawasan te.rse.but. He.adcount inde.x me.rupakan bagian dari pe.nduduk 

yang me.miliki pe.ndapatan ataupun konsumsi dibawah garis ke.miskinan. 

Ke.kurangan dari me.tode. ini adalah tidak bisa me.nggambarkan ke.dalaman 

ke.miskinan dan ke.parahan ke.miskinan (World Bank Institute., 2019). Adapun 

rumus pe.rhitungan he.adcount inde.x adalah se.bagai be.rikut: 

P0 = 
𝑁𝑝

𝑛
 

Ke.te.rangan: 

P0 = He.ad Count Inde.x 

Np = Jumlah Ke.luarga De.ngan Pe.nge.luaran Di Bawah Garis Ke.miskinan (KK) 

n = Jumlah Ke.luarga Total (KK) 

2.1.2 Pendidikan  

Be.rdasarkan Undang-Undang Re.publik Indone.sia No 20 Tahun 2003 te.ntang 

siste.m Pe.ndidikan, pe.ndidikan me.rupakan se.bagai usaha yang te.lah dire.ncanakan 

untuk me.nciptakan suasana dan prose.s be.lajar yang be .rtujuan supaya pe.se.rta 

didik dapat me.nge.mbangkan pote.nsi dirinya se.cara aktif se.hingga te.rciptanya 

pe.se.rta didik yang me.miliki ke.ce.rdasan, akhlak mulia, se.rta ke.te.rampilan yang 

baik yang nantinya akan be.rguna di masa me.ndatang.  

Pe.ndidikan me.rupakan se.gala se.suatu dalam ke.hidupan yang me.mpe.ngaruhi 

pe.mbe.ntukan pe.mikiran dan pe.rilaku se.se.orang. Pe.ndidikan me.rupakan inve.stasi 

modal manusia yang sangat pe.nting. Dimana modal te.rse.but be.rtujuan untuk 

me.ningkatkan produktivitas manusia. Manusia yang me.miliki produktivitas yang 

tinggi akan me.rubah suatu ne.gara me.njadi le.bih baik. 



35 

 

Pe.ndidikan sangat be.rpe.ngaruh te.rhadap pe.rtumbuhan dan pe.mbangunan 

be.rke.lanjutan. Hal ini dise.babkan kare.na pe.ndidikan adalah inve.stasi yang sangat 

pe.nting dan me.njadi kunci dalam me.mbe.ntuk ke.mampuan suatu ne.gara. Jika 

pe.ndidikan suatu bangsa tidak be.rke.mbang de.ngan baik maka pe.mbangunan suatu 

ne.gara te.rse.but akan te.rganggu. Hal itu te.rjadi dikare.nakan tidak te.rdapatnya 

sumbe.r daya yang be .rkualitas untuk me.nunjang pe.mbangunan suatu bangsa. Ole .h 

kare.na itu sumbe.r daya yang be.rkualitas sangat be.rpe.ran pe.nting untuk 

me.ndorong pe.mbangunan yang be.rke.lanjutan. 

2.1.2.1 Teori Pendidikan 

1. Te.ori Modal Manusia (Human Capital) 

Gary S. Be.cke.r me.nge.mbangkan te.ori human capital (modal manusia) yang 

me.ne.mpatkan pe.ndidikan se.bagai salah satu inve.stasi e.konomi paling pe.nting 

bagi individu dan masyarakat. Dalam pandangannya, pe.ndidikan me.ningkatkan 

ke.te.rampilan, pe.nge.tahuan, dan produktivitas individu, yang pada akhirnya 

be.rkontribusi pada pe.rtumbuhan e.konomi. Ia me.nyamakan inve.stasi dalam 

pe.ndidikan de.ngan inve.stasi dalam ase.t fisik, kare.na ke.duanya dapat 

me.nghasilkan "pe.nge.mbalian" be.rupa pe.ningkatan pe.ndapatan dan pe.luang yang 

le.bih be.sar di masa de.pan. Be.cke.r me.ne.kankan bahwa pe.ndidikan me.miliki e.fe .k 

langsung pada pe.ndapatan dan mobilitas sosial. Individu yang me.miliki 

pe.ndidikan le.bih tinggi ce.nde.rung me.miliki pe.luang ke.rja yang le.bih baik dan 

pe.ndapatan yang le.bih tinggi dibandingkan me.re.ka yang kurang be.rpe.ndidikan. 

Se.lain itu, pe.ndidikan juga me .miliki e.fe.k e.kste.rnalitas positif bagi masyarakat, 

se.pe.rti pe.ningkatan kualitas te.naga ke.rja, inovasi, dan stabilitas sosial. 
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Dalam konte.ks ke.bijakan publik, Be.cke.r me.ndukung inte.rve.nsi yang 

me.ndorong akse.s pe.ndidikan, te.rutama bagi ke.lompok yang kurang be.runtung. 

Subsidi pe.ndidikan, pe.latihan ke.te.rampilan, dan program pe.mbe.rdayaan adalah 

contoh strate.gi untuk me.ningkatkan modal manusia suatu ne.gara. Be.cke.r pe.rcaya 

bahwa pe.ningkatan akse.s pe.ndidikan me.rupakan kunci untuk me.ngurangi 

ke.miskinan dan me.mpe.rce.pat pe.mbangunan e.konomi. 

2. Te.ori Alokasi atau Re.produksi Status Sosial 

Pada tahun 1970-an, te.ori modal manusia me.ndapat kritik yang he.bat. Ada 

yang be.rpe.ndapat bahwa tingkat pe.ndidikan tidak se.lalu se.suai de.ngan kualitas 

pe.ke.rjaan, dan orang yang be.rpe.ndidikan tinggi maupun yang be.rpe.ndidikan 

re.ndah tidak le.bih produktif jika me.lakukan pe.ke.rjaan yang sama. Te.ori ini juga 

me.ne.kankan bahwa dalam e.konomi mode.rn saat ini, te.naga ke.rja yang sangat 

te.rampil tidak  lagi dipe.rlukan kare.na pe.rke.mbangan te.knologi yang pe.sat dan 

prose.s produksi yang se.makin  dise.de.rhanakan. De.ngan de.mikian, produktivitas 

orang-orang de.ngan tingkat pe.ndidikan re.ndah te.tapi te.rlatih re.latif sama de.ngan 

produktivitas orang-orang de.ngan tingkat pe.ndidikan formal yang le.bih tinggi. 

Dalam te.ori alokasi ini, pe.ndidikan dipe.rlakukan se.bagai le.mbaga sosial yang  

fungsinya me.ngalokasikan sumbe.r daya manusia se.cara sosial. Te.rgantung pada 

tingkat pe.ndidikan. Ke.inginan untuk me.mpe.role.h status yang le.bih tinggi 

me.ndorong orang untuk me.ncari pe.ndidikan yang le.bih tinggi. Me.skipun orang-

orang yang be.rpe.ndidikan tinggi me.miliki porsi pe.ndapatan nasional yang le.bih 

be.sar, pe.ningkatan proporsi orang-orang yang be.rpe.ndidikan tinggi di suatu 

ne.gara be.lum te.ntu be.rarti pe.rtumbuhan atau pe.rluasan e.konomi (Nugroho, 2014). 
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3. Te.ori John De.we.y 

John De.we.y adalah se.orang filsuf, psikolog, dan pe.ndidik te.rke.muka dari 

Ame.rika Se.rikat yang hidup antara tahun 1859 hingga 1952. Dalam bidang 

pe.ndidikan, De.we.y dike.nal se.bagai salah satu tokoh yang me.re.volusi cara 

pandang te.rhadap pe.mbe.lajaran. Gagasannya dituangkan se.cara kompre.he.nsif 

dalam buku De.mocracy and E.ducation yang dite.rbitkan pada tahun 1916. Me.lalui 

buku ini, De.we.y me.nyampaikan bahwa pe.ndidikan tidak hanya se.bagai sarana 

untuk me.ntransfe.r pe.nge.tahuan, me.lainkan juga se.bagai prose.s yang 

me.mungkinkan manusia untuk be.rke.mbang, be.rpikir kritis, dan te.rlibat aktif 

dalam ke.hidupan be.rmasyarakat. De.we.y me.ngusulkan konse.p pe.ndidikan yang 

be.rfokus pada pe.ngalaman. Me.nurutnya, pe.ndidikan adalah ke.hidupan itu se.ndiri, 

bukan se.kadar pe.rsiapan untuk masa de.pan. Se.tiap pe.ngalaman yang dipe.role.h 

siswa, baik di dalam maupun di luar ke.las, me.miliki nilai pe.nting dalam 

me.mbe.ntuk pola pikir dan ke.te.rampilan me.re.ka. Ole.h kare.na itu, De.we .y 

me.ne.kankan me.tode. le.arning by doing atau be.lajar me.lalui pe.ngalaman langsung. 

De.ngan cara ini, siswa tidak hanya me.ne.rima informasi se .cara pasif, te.tapi juga 

te.rlibat aktif dalam prose.s pe.mbe.lajaran. Contohnya, siswa yang be.lajar te.ntang 

pe.rtanian tidak cukup hanya me .mbaca buku, te.tapi juga pe.rlu te.rlibat langsung 

dalam ke.giatan be.rcocok tanam. 

De.we.y juga me.mandang se.kolah se.bagai miniatur masyarakat. Dalam 

pandangannya, se.kolah harus me.nce.rminkan ke.hidupan nyata, te.mpat siswa dapat 

be.lajar te.ntang nilai-nilai de.mokrasi, ke.rjasama, dan tanggung jawab sosial. 

Se.kolah tidak se.harusnya hanya me.njadi te.mpat untuk me.nghafal fakta, te.tapi 

juga ruang di mana siswa diajarkan untuk be.rpikir kritis, be.rdiskusi, dan 



38 

 

me.me.cahkan masalah se.cara kole.ktif. De.ngan de.mikian, pe.ndidikan me.njadi 

fondasi utama dalam me.nciptakan masyarakat de.mokratis yang se.hat. Le.bih 

lanjut, De.we.y me.mpe.rke.nalkan gagasan bahwa pe.ndidikan adalah prose.s 

re.konstruksi pe.ngalaman. Dalam hal ini, pe.ngalaman masa lalu siswa dijadikan 

dasar untuk me.mahami dan me.nghadapi pe.ngalaman baru. Guru, dalam te.ori 

De.we.y, me.miliki pe.ran pe.nting se.bagai fasilitator yang me.mbantu siswa 

me.nghubungkan apa yang sudah me.re.ka ke.tahui de.ngan apa yang se.dang me.re.ka 

pe.lajari. Guru bukan lagi se.bagai figur otoritatif yang hanya me .nyampaikan 

pe.nge.tahuan, te.tapi me.njadi mitra dalam pe.mbe.lajaran. Se.lain itu, De.we .y 

me.ne.kankan pe.ntingnya de.mokrasi dalam pe.ndidikan. Pe.ndidikan me .nurutnya 

harus inklusif, me.mungkinkan se.mua siswa untuk be.rpartisipasi dan 

me.nge.mbangkan pote.nsi me .re.ka se.cara pe.nuh. Ia pe.rcaya bahwa me.lalui 

pe.ndidikan yang de.mokratis, individu dapat be.lajar me.nghormati pe.rbe.daan, 

me.mahami pe.rspe.ktif orang lain, dan me.mbangun hubungan yang se.hat dalam 

masyarakat. Pe.ndidikan yang baik tidak hanya me.nghasilkan individu yang 

ce.rdas, te.tapi juga warga ne.gara yang pe.duli dan be.rtanggung jawab. 

Konse.p-konse.p yang ditawarkan ole.h De.we.y ke.mudian me.njadi dasar bagi 

pe.nde.katan pe.ndidikan progre.sif. Kurikulum yang fle.ksibe.l, pe.mbe.lajaran 

be.rbasis proye.k, dan pe.mbe.lajaran kolaboratif adalah be.be.rapa me.tode. yang 

dipe.ngaruhi ole.h pe.mikirannya. Hingga saat ini, ide.-ide. De.we.y te.tap re.le.van, 

te.rutama dalam upaya me.nciptakan siste.m pe.ndidikan yang me.mpe.rsiapkan siswa 

untuk me.nghadapi tantangan abad ke.-21. Se.bagai salah satu tokoh pe.ndidikan 

te.rbe.sar di abad ke.-20, John De.we.y te.lah me.ninggalkan warisan pe.mikiran yang 

me.ndalam. Filosofinya me.ngajarkan kita bahwa pe.ndidikan bukanlah aktivitas 
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yang te.risolasi dari ke.hidupan, me.lainkan bagian inte.gral dari ke.be.rlanjutan 

masyarakat dan pe.rke.mbangan individu. Se.pe.rti yang ia te.gaskan dalam 

De.mocracy and E .ducation, pe.ndidikan adalah kunci untuk me.nciptakan 

masyarakat yang le.bih baik dan le.bih adil. 

2.1.2.2 Tujuan Pendidikan 

Tujuan Pe.ndidikan Nasional Indone.sia me.nurut Undang-Undang Re.publik 

Indone.sia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Te.ntang Siste.m Pe.ndidikan Nasional 

yaitu, Pe.ndidikan nasional be.rfungsi me .nge.mbangkan ke.mampuan dan 

me.mbe.ntuk watak se.rta pe.radaban bangsa yang be.rmartabat dalam rangka 

me.nce.rdaskan ke.hidupan bangsa, be.rtujuan untuk be.rke.mbangnya pote.nsi pe.se.rta 

didik agar me.njadi manusia yang be.riman dan be.rtakwa ke.pada Tuhan Yang Maha 

E .sa, be.rakhlak mulia, se.hat, be.rilmu, cakap, kre.atif, mandiri, dan me.njadi warga 

ne.gara yang de.mokratis se.rta be.rtanggung jawab. 

2.1.2.3 Ruang Lingkup Ilmu Pendidikan  

Jalur Pe.ndidikan di Indone.sia, me.nurut para ahli dapat dikate.gorikan dalam 

be.be.rapa je.nis be.rdasarkan Undang-Undang Siste.m Pe.ndidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003, Jalur pe.ndidikan di Indone.sia ada 4, yakni me.liputi:  

1) Pe.ndidikan Formal 

   Pe.ndidikan Formal adalah prose.s pe.mbe.lajaran yang be.rlangsung 

di le.mbaga pe.ndidikan re.smi, se.pe.rti se.kolah, de.ngan kurikulum yang 

te.rstruktur, je.njang yang je.las, dan diakui ole.h pe.me.rintah atau le.mbaga 

yang be.rwe.nang. Me.liputi SD/MI/se.de.rajat, SMP/MT/se.de.rajat, 

SMA/MA/se.de.rajat. 
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2) Pe.ndidikan Tinggi  

   Pe.ndidikan Tinggi adalah je.njang pe.ndidikan pasca se.kolah 

me.ne.ngah yang me.ncakup program pe.latihan diploma, sarjana, magiste.r, 

profe.si, dan doktoral yang dise.le.nggarakan ole.h pe.rguruan tinggi. 

3) Pe.ndidikan Non formal  

   Pe.ndidikan non formal adalah prose.s pe.mbe.lajaran yang 

be.rlangsung di luar siste.m pe.ndidikan formal, de.ngan struktur yang le.bih 

fle.ksibe.l dan se.ring kali be.rfokus pada ke.te.rampilan praktis, minat 

te.rte.ntu, atau ke.butuhan spe.sifik individu maupun ke.lompok. Pe.ndidikan 

non formal biasanya tidak te.rikat pada kurikulum re.smi, namun te.tap 

me.miliki tujuan yang je.las se.rta dapat diakui me.lalui se.rtifikat atau 

pe.nghargaan lainnya. Se.pe.rti Kursus bahasa asing, pe.latihan ke.te.rampilan 

te.knis, se.pe.rti me.njahit, me.masak, atau de.sain grafis dan lainnya 

4) Pe.ndidikan informal 

   Pe.ndidikan informal me.rupakan jalur pe.ndidikan di rumah di mana 

ke.giatan be.lajar me.ngajar be.rlangsung se.cara mandiri. Hasil pe .ndidikan 

non formal ini diakui sama de.ngan pe.ndidikan formal dan non formal 

apabila pe.se.rta didik lulus ujian yang se.suai de.ngan standar nasional 

pe.ndidikan. 

2.1.2.4 Indikator Pendidikan  

Te.rdapat be.be .rapa indikator pe.ndidikan me.nurut Badan Pusat Statistik (BPS), 

antara lain:  

1) Harapan Lama Se.kolah (HLS)  
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  Harapan Lama Se.kolah adalah tahun lamanya se.kolah yang 

diharapkan ole.h se.orang anak pada umur te.rte.ntu di masa me.ndatang. 

Dapat dikatakan bahwa harapan lama se.kolah me.rupakan total tahun 

lamanya se.kolah yang diharapkan dapat dite.mpuh dan dirasakan ole .h 

se.se.orang. Kondisi pe.mbangunan siste.m pe.ndidikan di Indone.sia dapat 

dike.tahui de.ngan cara me.lihat nilai harapan lama se.kolah yang dihitung 

pada usia 7 tahun ke. atas. 

2) Rata-Rata Lama Se.kolah (RLS)  

   Rata-rata lama se.kolah adalah total tahun pe.ndidikan formal yang 

te.lah dite.mpuh ole.h pe.nduduk yang be.rusia 25 tahun ke. atas. 

Pe.nghitungan RLS pada usia 25 tahun ke. atas me.ngikuti standar 

inte.rnasional yang digunakan ole.h UNDP. Rata-rata lama se.kolah dapat 

digunakan untuk me.lihat kualitas pe.nduduk dalam hal me.ne.mpuh 

pe.ndidikan formal. 

3) Angka Partisipasi Murni (APM)  

   Angka partisipasi murni adalah pe.rse.ntase. siswa satu ke.lompok 

umur te.rte.ntu yang be.rse.kolah se.suai de.ngan ke.lompok umurnya. Angka 

partisipasi murni dapat dilihat de.ngan cara me.mbagi jumlah siswa 

ke.lompok umur te.rte.ntu yang be.rse.kolah de.ngan jumlah pe.nduduk yang 

be.rusia se.suai de.ngan je.njang se.kolah yang dihitung. 

4) Angka Partisipasi Kasar (APK)  

   Angka Partisipasi Kasar me.rupakan proporsi anak se.kolah di suatu 

je.njang dalam ke.lompok usia yang se.suai de.ngan je.njang pe.ndidikan yang 

dite.mpuh. Angka Partisipasi Kasar dihitung de.ngan cara me.mbagi jumlah 
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pe.nduduk yang be.rse.kolah tanpa me.mpe.rmasalahkan umur di suatu 

je.njang de.ngan jumlah pe.nduduk ke.lompok usia yang be.rkaitan de.ngan 

je.njang pe.ndidikan te.rse.but. Angka Partisipasi Kasar me.nunjukkan tingkat 

partisipasi se.cara umum di suatu je.njang pe.ndidikan. 

5) Angka Partisipasi Se.kolah (APS)  

   Angka partisipasi se.kolah adalah rasio anak yang se.kolah pada 

ke.lompok umur te.rte.ntu te.rhadap jumlah pe.nduduk pada ke.lompok umur 

yang sama. Angka partisipasi se.kolah be.rtujuan untuk me.lihat akse.s 

pe.ndidikan pada pe.nduduk usia se.kolah. Nilai Angka partisipasi se.kolah 

yang se.makin tinggi me.miliki makna bahwa se.makin be.sar pe.nduduk 

yang me.miliki ke.se.mpatan untuk me.ne.mpuh pe.ndidikan. Se.baliknya, 

se.makin re.ndah nilai APS makan se.makin ke.cil pula ke.se.mpatan 

pe.nduduk untuk me.ne.mpuh pe.ndidikan. 

2.1.3 Upah Minimum 

Karl Marx dalam Das Kapital (1867) me.lihat upah minimum se.bagai bagian 

dari me.kanisme. e.ksploitasi dalam siste.m kapitalisme.. Me.nurut Marx, upah 

minimum dapat digambarkan se.bagai jumlah minimum yang dibutuhkan ole .h 

buruh untuk me.nghidupi diri me.re.ka se.ndiri dan me.re.produksi te.naga ke.rja 

me.re.ka. Upah adalah pe.ndapatan yang dite.rima se.se.orang dari pe.mbe.ri ke.rja 

te.rhadap kontribusi jasa atau pe.ke.rjaan yang te.lah dan akan dilakukan. Upah 

me.rupakan unsur pe.nting yang me.mpe.ngaruhi ke.hidupan se.se.orang atau para 

pe.ke.rja kare.na upah me.rupakan sumbe.r pe.nghasilan se.se.orang untung me.me.nuhi 

se.gala ke.butuhan hidupnya. Me.nurut Undang-undang Re.publik Indone.sia Nomor 

13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat(30)  Te.ntang Ke.te.nagake.rjaan upah di de.finisikan 
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se.bagai hak pe.ke.rja/buruh yang dite.rima dan dinyatakan dalam be.ntuk uang 

se.bagai imbalan dari pe.ngusaha atau pe.mbe.ri ke.rja ke.pada pe.ke.rja/buruh yang 

dite.tapkan dan di bayarkan me.nurut suatu pe.rjanjian ke.rja, ke.se.pakatan, atau 

pe.raturan pe.rundang-undangan te.rmasuk tunjangan bagi pe.ke.rja/buruh dan 

ke.luarganya atas suatu pe.ke.rjaan atau jasa yang te.lah atau akan dilakukan. 

Me.nurut Pe.rme.n No.1 tahun 1999 pasal 1 ayat 1, upah minimum adalah upah 

bulanan yang te.rdiri dari upah pokok te.rmasuk tunjangan te.tap. Upah minimum 

ialah upah te.re.ndah yang dijadikan standar ole.h pe.mbe.ri ke.rja untuk me.ne.ntukan 

upah yang se.be.narnya. 

Upah minimum biasanya dite.tapkan ole.h pe.me.rintah, dan ini bisa saja 

me.ngalami pe.rubahan se.tiap tahunnya se.suai de.ngan tujuan dite.tapkannya upah 

minimum te.rse.but. Me.nurut Sadono Sukirno (2005) upah adalah pe.mbayaran atas 

jasa yang dise.diakan ole.h te.naga ke.rja ke.pada para pe.ngusaha. Muchdarsyah 

Sinungan (2000) be.rpe.ndapat bahwa upah ke.rja adalah pe.nce.rminan pe.ndapatan 

nasional dalam be.ntuk uang yang dite.rima ole.h pe.ke.rja se.suai de.ngan jumlah dan 

kualitas yang dicurahkan untuk pe.mbuatan suatu produk. Ke.te.ntuan me.nge.nai 

upah minimum diatur dalam pasal 41-50 Undang-undang No. 78 Tahun 2015. 

Se.bagai mana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1-2 te.rdiri atas: 

1) Gube.rnur me.ne.tapkan upah minimum se.bagai jaringan pe.ngaman. 

2) Upah minimum se.bagaimana dimaksud pada ayat (1) me.rupakan upah 

bulanan te.re.ndah yang te.rdiri atas: upah tanpa tunjangan dan upah pokok 

te.rmasuk tunjangan te.tap. 

Upah minimum te.rdiri dari: 
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a) Upah Minimum Provinsi (UMP), adalah upah minimum yang be.rlaku 

untuk se.luruh kabupate.n/kota di suatu provinsi. 

b) Upah Minimum Kabupate.n/Kota (UMK) adalah upah minimum yang 

be.rlaku di wilayah kabupate.n/kota. 

c) Upah Minimum Se.ktoral Provinsi (UMSP) adalah upah minimum yang 

be.rlaku se.cara se.ktoral di suatu provinsi. 

d) Upah Minimum Se.ktoral Kabupate.n/Kota (UMSK) adalah upah 

minimum yang be.rlaku se.cara se.ktoral di wilayah kabupate.n/kota. 

2.1.3.1 Teori Upah Minimum 

 Ada te.ori-te.ori yang harus dan pe.rlu dipe.rhatikan, yaitu te.ori yang akan 

dipe.rgunakan se.bagai landasan dasar untuk me.ne.tapkan upah. Te.ori-te.ori te.rse.but 

adalah: 

1) Te.ori Upah Nominal (David Ricardo) 

Me.nurut Te.ori ini, upah dite.tapkan de.ngan be.rpe.doman ke.pada biaya-

biaya yang dipe.rlukan untuk me.mbiayai se.gala ke.pe.rluan hidup buruh atau te.naga 

ke.rja. Te.ori ini me.ne.gaskan ke.pada buruh, bahwa se.jumlah uang yang 

dite.rimanya se.bagai upah itu adalah se.wajarnya de.mikian, kare.na me.mang 

de.mikian saja ke.mampuannya majikan. 

2) Te.ori Undang-undang Upah Be.si, (Lassale.) 

Me.nurut te.ori ini upah nominal diatas hanya me.me.nangkan majikan saja, 

se.bab kalau majikan saja, se.bab kalau te.ori itu yang dianut mudah saja majikan itu 

akan me.ngatakan cuma itu ke.mampuannya tanpa be.rfikir bagaimana susahnya 

buruh itu. Ole.h kare.na itu me.nurut te.ori ini, buruh harus be.rusaha me.ne.ntangnya 

(me.ne.ntang te.ori upah normal itu) agar iya dapat me.ncapai ke.se.jahte.raan hidup. 
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3) Te.ori Dana Upah (Stuart Mill Se.nior) 

Me.nurut te.ori dana upah buruh tidak pe.rlu me.ne.ntang se.pe.rti yang 

disarankan ole.h te.ori Undang-undang upah be.si, kare.na upah yang dite.rimanya itu 

se.be.tulnya adalah be.rdasarkan ke.pada be.sar ke.cilnya jumlah dana yang ada pada 

Masyarakat. Jika dana ini jumlahnya be.sar maka akan pula upah yang dite.rima 

buruh, se.baliknya kalau dana itu be.rkurang maka jumlah upah yang dite.rima 

buruh pun akan be.rkurang pula. Me.nurut te.ori ini yang akan dipe.rsoalkan 

se.be.tulnya bukanlah be.rapa be.sar upah yang dite.rima buruh, me.lainkan sampai 

be.rapa jauhnya upah te.rse.but mampu me.ncukupi se.gala ke.pe.rluan hidup buruh 

be.se.rta ke.luarganya. Kare.na me.nurut te.ori ini dianjurkan, bahwa khusus untuk 

me.nunjang ke.pe.rluan hidup buruh yang be.sar tanggungannya dise.diakan dana 

khusus ole.h majikan atau ne.gara yang dise.but dana anak-anak. 

Pandangan Gary S. Becker tentang Upah Minimum 

Gary S. Be.cke.r, se.orang e.konom yang te.rke.nal de.ngan te.ori human capital 

(modal manusia), me.miliki pandangan yang le.bih pragmatis dan ske.ptis te.rhadap 

ke.bijakan upah minimum. Be.cke.r me.mandang pasar te.naga ke.rja se.bagai 

me.kanisme. e.fisie.n yang me.ne.ntukan upah be.rdasarkan produktivitas pe.ke.rja. 

Dalam ke.rangka ini, ia be.rpe.ndapat bahwa upah minimum yang dipaksakan 

se.cara e.kste.rnal dapat me.nciptakan distorsi dalam pasar te.naga ke.rja. Be.cke .r 

me.nje.laskan bahwa upah me.nce.rminkan kontribusi e.konomi pe.ke.rja, yang 

dite.ntukan ole.h tingkat pe.ndidikan, ke.te.rampilan, dan pe.ngalaman ke.rja. Ole.h 

kare.na itu, jika upah minimum dite.tapkan le.bih tinggi dari produktivitas pe.ke.rja, 

pe.rusahaan mungkin e.nggan me.mpe.ke.rjakan pe.ke.rja te.rse.but. Hal ini dapat 

me.nye.babkan pe.ngangguran, te.rutama di kalangan pe.ke.rja muda, kurang 
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te.rampil, atau me.re.ka yang baru me.masuki pasar ke.rja. Be.cke.r juga me.ngkritik 

bahwa upah minimum se.ring kali tidak e.fe.ktif dalam me.ngurangi ke.miskinan. 

Banyak pe.ke.rja be.rupah re.ndah adalah pe.ke.rja paruh waktu atau anggota rumah 

tangga yang tidak miskin, se.hingga ke.bijakan ini tidak se.lalu me.narge.tkan me.re.ka 

yang paling me.mbutuhkan. Se.bagai alte.rnatif, Be.cke.r le.bih me.ndukung 

pe.nde.katan yang be.rfokus pada pe.nge.mbangan modal manusia, se.pe.rti inve.stasi 

dalam pe.ndidikan, pe.latihan ke.rja, dan pe.ningkatan akse.s te.rhadap layanan 

ke.se.hatan. Me.nurutnya, cara ini le.bih e.fe.ktif dalam me.ningkatkan produktivitas 

pe.ke.rja dan me.ngurangi ke.miskinan se.cara be.rke.lanjutan. Be.cke.r me.ne.kankan 

pe.ntingnya ke.bijakan yang me.ndorong pe.ningkatan ke.te.rampilan dan pe.latihan 

ke.rja se.bagai cara untuk me.ningkatkan daya saing pe.ke.rja dan me.mastikan bahwa 

me.re.ka dapat me.mpe.role.h upah yang le.bih tinggi se.cara alami. Dalam 

pandangannya, pe.mbe.rian subsidi pe.ndidikan atau inse.ntif pe.latihan le.bih se.suai 

daripada me.ne.tapkan upah minimum yang kaku. 

2.1.3.2 Jenis-jenis Upah 

Je.nis-je.nis upah me.nurut Zae.ni Asyhadie. yaitu: 

1) Upah Nominal 

Upah nominal adalah se.jumlah uang yang di bayarkan se.cara tunai ke.pada 

pe.ke.rja/buruh yang be.rhak se.bagai imbalan atas pe.nge.rahan jasa-jasa atau 

pe.layanannya se.suai de.ngan ke.te.ntuan ke.te.ntuan yang te.rdapat dalam pe.rjanjian 

ke.rja. 

2) Upah Nyata (riil wage.s) 

Upah riil adalah uang nyata yang be.nar-be.nar harus dite .rima se.orang 

pe.ke.rja/buruh yang be .rhak. Upah nyata ini dite .ntukan ole.h daya be.li upah  
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te.rse.but yang akan te.rgantung dari: 

a) Be.sar atau ke.cilnya jumlah uang yang dite.rima 

b) Be.sar atau ke.cilnya biaya hidup yang dipe.rlukan 

c) Upah Hidup 

Upah hidup yaitu upah yang dite.rima pe.ke.rja/buruh re.latif cukup untuk 

me.mbiayai ke.pe.rluan hidupnya se.cara luas, yang bukan hanya ke.butuhan 

pokoknya, me.lainkan juga ke.butuhan sosial ke.luarganya, se.pe.rti pe.ndidikan, 

asuransi, re.kre.asi, dan lain-lain. 

d) Upah Minimum 

Upah minimum adalah upah te.re.ndah yang dijadikan standar ole.h pe.ngusaha 

untuk me.ne.ntukan upah yang se.be.narnya dari pe.ke.rja/buruh yang be.ke.rja 

dipe.rusahaannya. Upah minimum ini umumnya dite.ntukan ole.h pe.me.rintah 

(Gurbe.nur de.ngan me.mpe.rhatikan re.kome.ndasi dari De.wan Pe.ngupahan 

Provinsi/Bupati/Walikota), dan se.tiap tahun be.rubah. 

Adapun tujuan dite.tapkannya upah minimum yaitu:  

(1) Untuk me.nonjolkan arti dan pe.ranan pe.ke.rja/buruh se.bagai subsiste.m dalam 

suatu hubungan ke.rja. 

(2) Untuk me.lindungi ke.lompok ke.rja dari adanya siste.m pe.ngupahan yang 

sangat re.ndah dan yang se.cara mate.riil kurang me.muaskan. 

(3) Untuk me.ndorong ke.mungkinan dibe.rikannya upah yang se.suai de.ngan nilai 

pe.ke.rjaan yang dilakukan. 

(4) Untuk me.ngusahakan te.rjaminnya ke.te.nagaan dan ke.damaian ke.rja dalam 

pe.rusahaan. 
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(5) Me.ngusahakan adanya dorongan pe.ningkatan dalam standar hidup se.cara 

normal. 

2.1.3.3 Tujuan Upah 

Pe.nguatan upah be.rtujuan untuk te.rpe.nuhinya standar hidup minimum se.pe.rti 

pangan, sandang, ke.se.hatan, dan pe.rumahan se.hingga te.rciptanya ke.se.jahte.raan 

pe.ke.rja. Upah minimu adalah usaha yang dilakukan pe.me.rintah untuk 

me.nse.jahte.rakan masyarakat yang be.rpe.ndapatan re.ndah. De.ngan adanya 

pe.ne.tapan upah minimum, para pe.ke.rja me.mpunyai ke.kuatan yang akan 

me.lindungi pe.ke.rja. Se.makin me.ningkat tingkat upah minimum maka akan 

me.nigkatkan pe.ndapatan Masyarakat se.hingga ke.se.jahte.raan me.ngalami 

pe.ningkatan dan te.rbe.bas dari ke.miskinan. 

Tujuan pe.ne.tapan upah minimum me.nurut adalah se.bagai be.rikut: 

1) Me.nghindari ke.mungkinan adanya e.ksploitasi pe.ke.rja.  

2) Me.nghindari pe.rsaingan yang tidak se.hat se.sama pe.ke.rja .  

3) Se.bagai jaring pe.ngaman untuk me.njaga tingkat upah agar tidak me.nurun. 

Se.rta me.lindungi para pe.ke.rja.  

4) Me.ngurangi tingkat ke.miskinan absolut pe.ke.rja.  

5) Me.ndorong pe.ningkatan produktivitas me .lalui pe.rbaikan gizi dan 

ke.se.hatan pe.ke.rja.  

6) Me.ningkatkan daya be.li masyarakat se.hingga akan me.ndorong 

pe.rtumbuhan e.konomi se.cara umum.  

7) Me.nciptakan hubungan industrial yang le.bih harmonis.  
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2.1.3.4 Penetapan Upah 

Pe.ne.tapan upah minimum di Indone.sia dilakukan se.tiap tahun yang 

didasarkan pada ke.butuhan hidup layak. Se.tiap Provinsi yang ada di Indone.sia 

me.miliki nilai upah minimum yang be.rbe.da antara satu de.ngan yang lainnya. Hal 

ini dikare.nakan ke.butuhan hidup layak di se.tiap Provinsi be.rbe.da-be.da se.hingga 

ke.bijakan upah minimum yang dite.tapkan tidak bisa di sama ratakan. Te.rdapat 

wilayah yang me .miliki nilai upah minimum yang tinggi, ada pun yang re.ndah.Itu 

se.mua be.rgantung ke.pada se.tiap pe.mimpin dae.rah dalam me.ne.tapkan upah 

minimum dae.rahnya se.ndiri dan me.lihat ke.butuhan hidup layak di provinsi 

masing-masing. Pe.ne.tapan upah minimum dapat dihitung se.bagai be.rikut:  

 

UMn = UMt + {UMt × (Inflasi + % ΔPDBt)} 

Ke.te.rangan:  

Umn  = Upah minimum yang akan dite.tapkan  

Umt  = Upah minimum tahun be.rjalan  

Inflasi  = Inflasi yang dihitung dari pe.riode. Se.pte.mbe.r tahun yang lalu sampai 

de.ngan pe.riode. Se.pte.mbe.r tahun be.rjalan  

ΔPDBt = Pe.rtumbuhan Produk Dome.stik Bruto yang dihitung dari pe.rtumbuhan 

Produk Dome.stik Bruto yang me.ncangkup pe.riode. kwartal III dan IV tahun 

se.be.lumnya dan pe.riode. kwartal I dan II tahun be.rjalan. 

2.1.4 Tenaga Kerja  

John Stuart Mill dalam bukunya "Principle.s of Political E.conomy" (1848). Ia 

me.nje.laskan te.naga ke.rja se.bagai usaha manusia yang dilakukan baik se.cara fisik 

maupun me.ntal untuk me.nghasilkan barang atau jasa yang be.rnilai bagi 
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masyarakat. Dalam pandangan Mill, te.naga ke.rja tidak hanya me.ncakup pe.ke.rjaan 

langsung yang me.nghasilkan produk, te.tapi juga pe.ke.rjaan pe.ndukung yang 

me.mungkinkan prose.s produksi be.rlangsung. 

Me.nurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 me.nge.nai 

ke.te.nagake.rjaan pada pasal 1 ayat 2 me.nje.laskan bahwa te.naga ke.rja me.rupakan 

se.tiap orang yang mampu me.lakukan pe.ke.rjaan untuk me.nghasilkan barang atau 

jasa untuk me.me.nuhi ke.butuhan dirinya se.ndiri maupun untuk masyarakat. 

Me.nurut te.ori Solow-Swan, pe.rtumbuhan e.konomi be.rgantung pada 

ke.te.rse.diaan faktor-faktor produksi se.pe.rti jumlah pe.nduduk, te.naga ke.rja, dan 

akumulasi modal se.rta ke.majuan te.knologi. Dalam te.ori ini Solow-Swan 

me.nyatakan bahwa faktor te.naga ke.rja dapat me.ndorong pe.rtumbuhan e.konomi. 

Te.naga ke.rja di sini tidak hanya kuantitas te.naga ke.rjanya saja me.lainkan kualitas 

te.naga ke.rja juga dipe.rhitungkan. Modal manusia atau human capital me.rupakan 

salah satu modal pe.nting dalam me.ningkatkan produktivitas. Tingkat pe.ndidikan 

yang le.bih tinggi pada individu dapat me.ndorong pe.rtumbuhan e.konomi dae.rah 

de.ngan me.ningkatkan produktivitasnnya.  

2.1.4.1 Teori Tenaga Kerja  

1. Te.ori Modal Manusia (Human Capital The.ory) 

Dipe.rke.nalkan ole.h The.odore. Schultz dan Gary Be.cke.r, te.ori ini me.nyatakan 

bahwa pe.ndidikan, pe.latihan, dan ke.se.hatan adalah be.ntuk inve.stasi yang 

me.ningkatkan produktivitas te.naga ke.rja. Modal manusia dianggap se.bagai faktor 

kunci dalam pe.rtumbuhan e.konomi dan me.ne.ntukan tingkat upah individu 

be.rdasarkan ke.te.rampilan yang dimiliki. 
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2. Teori Kecocokan Pasar Tenaga Kerja (Jovanovic, 1979) 

 Teori Kecocokan Pasar Tenaga Kerja atau Job Matching Theory yang 

dikembangkan oleh Boyan Jovanovic pada tahun 1979 menjelaskan bahwa proses 

pencocokan antara pekerja dan pekerjaan tidak selalu berlangsung secara 

sempurna sejak awal. Baik perusahaan maupun individu tidak memiliki informasi 

lengkap mengenai sejauh mana kecocokan antara keterampilan pekerja dan 

tuntutan pekerjaan hingga mereka menjalani pengalaman kerja bersama. Oleh 

karena itu, hubungan kerja pada tahap awal sering kali bersifat percobaan. Jika 

dalam proses tersebut ditemukan ketidaksesuaian atau mismatch, maka 

kemungkinan besar akan terjadi pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, 

atau perpindahan kerja. Sebaliknya, jika ditemukan kecocokan, maka hubungan 

kerja cenderung akan berlanjut dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. 

Teori ini menyoroti pentingnya kesesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan 

jenis pekerjaan yang tersedia di pasar. Ketidak sesuaian tersebut sering kali 

muncul karena adanya jurang antara sistem pendidikan atau pelatihan dengan 

kebutuhan dunia kerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi 

pengangguran terselubung dan meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja, 

diperlukan sistem pendidikan dan pelatihan yang adaptif serta mekanisme 

rekrutmen yang mampu menilai potensi kecocokan antara pekerja dan pekerjaan 

secara lebih akurat.  

3. Teori Segmentasi Pasar Tenaga Kerja (Michael Piore dan Peter Doeringer) 

Dual Labor Market Theory menyatakan bahwa pasar kerja terbagi menjadi 

dua segmen utama, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer 

menawarkan pekerjaan yang stabil, bergaji tinggi, memiliki jaminan sosial, serta 
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prospek karier yang jelas. Sebaliknya, pasar sekunder terdiri dari pekerjaan 

dengan upah rendah, tidak stabil, tanpa perlindungan kerja, dan minim peluang 

mobilitas. Menurut Michael Piore dan Peter Doeringer, segmentasi ini bersifat 

struktural dan menyebabkan pekerja di sektor sekunder sulit berpindah ke sektor 

primer. Teori ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam pasar kerja bukan 

semata akibat kurangnya lapangan kerja, tetapi juga karena perbedaan kualitas dan 

akses terhadap pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu 

diarahkan tidak hanya untuk menciptakan pekerjaan, tetapi juga untuk 

meningkatkan kualitas tenaga kerja dan membuka akses yang lebih merata ke 

sektor formal guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. 

2.1.4.2 Pengelompokan Tenaga Kerja 

1) Te.naga Ke.rja 

Te.naga ke.rja adalah se.luruh pe.nduduk yang dianggap mampu be.ke.rja dan 

sanggup be.ke.rja jika tidak ada pe.rmintaan ke.rja. Te.naga ke.rja me .miliki 

pe.ranan dalam pe.nye.le.nggaraan pe.mbangunan nasional. 

2) Bukan Te.naga Ke.rja 

Bukan te.naga ke.rja adalah orang yang dianggap tidak mampu dan tidak 

be.rke.inginan untuk be.ke.rja me.ski pun ada pe.rmintaan ke.rja. Me.nurut 

Undang-Undang Te.naga Ke.rja Nomor 13 Tahun 2003 te.ntang 

Ke.te.nagake.rjaan, bukan te.naga ke.rja adalah pe.nduduk yang di luar usia, yaitu 

pe.nduduk yang be.rusia di bawah 15 tahun dan be.rusia di atas 64 tahun, 

misalnya anak-anak dan lansia. 
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3) Angkatan Ke.rja 

Me.nurut BPS, angkatan ke.rja me.rupakan pe.nduduk pe.re.mpuan maupun 

laki-laki dalam usia produktif (usia ke.rja) yang be.rumur 15–64 tahun yang 

se.dang be.ke.rja dan/atau me.ncari pe.ke.rjaan (me.nganggur). Angkatan ke.rja 

me.rupakan bagian dari pe.nduduk usia ke.rja yang sudah be.ke.rja atau pun yang 

masih me.ncari pe.ke.rjaan. Akan te.tapi, tidak se.mua pe.nduduk usia produktif 

te.rmasuk angkatan ke.rja. Pe.nduduk usia produktif yang tidak aktif ke.giatan 

e.konomi tidak te.rmasuk ke.lompok Angkatan ke.rja, misalnya pe.lajar, 

mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pe.ngangguran sukare.la. 

2.1.4.3 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja  

Masalah ke.te.nagake.rjaan yang utama di Indone.sia adalah te.rbatasnya jumlah 

lapangan pe.ke.rjaan untuk dimasuki pe.ncari ke.rja. Pe.ncari ke.rja dapat me.mpe.role .h 

ke.se.mpatan ke.rja di pasar te.naga ke.rja. Di pasar te.naga ke.rja inilah te.rjadi 

inte.raksi pe.rmintaan dan pe.nawaran te.naga ke.rja. 

Pasar te.naga ke.rja te.rgantung luas se.mpitnya ke.giatan produksi. Pe.makaian 

faktor produksi te.naga ke.rja dite.ntukan ke.butuhan dunia usaha atau lapangan 

pe.ke.rjaan. Pasar te.naga ke.rja juga dipe.ngaruhi ke.kuatan pe.rmintaan dan 

pe.nawaran. Pasar ini be.rbe.da de.ngan pasar barang kare.na pe.rmintaan te.naga ke.rja 

me.rupakan pe.rmintaan turunan. 

1) Pe.rmintaan Te.naga Ke.rja 

 Ke.giatan produksi me.mbutuhkan te.naga ke.rja se.bagai pe.laksana prose.s 

produksi. Pe.rmintaan te.naga ke.rja be.rasal dari rumah tangga produse.n atau pihak 

pe.mbe.ri ke.rja. Pe.mbe.ri ke.rja me.mbe.rikan kualifikasi te.rte.ntu untuk dipe.nuhi ole .h 

te.naga ke.rja. Se.te.lah dipe.role.h ke.se.pakatan antara pe.mbe.ri ke.rja dan pe.ncari 
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ke.rja, pe.mbe.ri ke.rja me.miliki ke.wajiban untuk me.mbe.rikan upah se.suai pe.ke.rjaan 

yang dilakukan te.naga ke.rja. 

2) Faktor yang Me.mpe.ngaruhi Pe.rmintaan Te.naga Ke.rja 

Te.naga ke.rja yang digunakan dalam prose.s produksi pada suatu pe.rusahaan 

te.rus be.rtambah se.jalan de.ngan pe.rtumbuhan jumlah pe.nduduk. Pe.rmintaan 

te.naga ke.rja ole.h suatu pe.rusahaan dipe.ngaruhi be.be.rapa faktor se.bagai be.rikut. 

a) Ke.majuan ilmu pe.nge .tahuan dan te.knologi di suatu ne.gara. 

b) Jumlah barang yang dihasilkan. 

c) Be.sar ke.untungan pe.rusahaan. 

d) Tingkat inve.stasi pe.rusahaan. 

3) Pe.nawaran Te.naga Ke.rja 

Pe.nawaran te.naga ke.rja dilakukan ole.h rumah tangga konsume.n atau 

pe.ncari ke.rja. Pe.ncari ke.rja de.ngan kualifikasi te.rte.ntu be.rusaha me.ncari 

pe.ke.rjaan yang se.suai. Pe.nawaran te.naga ke.rja dapat be.rubah me.ngikuti 

pe.rke.mbangan zaman. Pe.rubahan pe.nawaran te.naga ke.rja dipe.ngaruhi faktor-

faktor be.rikut. 

a) Pe.rubahan Se.le.ra Pe.ke.rjaan 

Orie.ntasi masyarakat te.rhadap pe.ke.rjaan mulai me.ningkat. Bagi se.orang 

wanita, pe.ke.rjaan utama adalah me.ngasuh anak. Se.jalan de.ngan 

pe.rke.mbangan zaman Wanita be.rorie.ntasi me.masuki dunia ke.rja. 

b) Pe.rubahan Ke.se.mpatan Alte.rnatif 

Pe.nawaran te.naga ke.rja di se.tiap pasar te.naga ke.rja be.rgantung pada 

alte.rnatif ke.se.mpatan yang ada di pasar te.naga ke.rja lainnya. 
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c) Migrasi          

Migrasi adalah pe.rpindahan pe.nduduk dari satu wilayah ke. wilayah lain. 

Pe.rpindahan pe.nduduk te.rse.but me.nye .babkan pe.rge.se.ran te.naga ke.rja dari 

satu te.mpat ke. te.mpat lain. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Pada bagian kajian pustaka ini pe.nulis me.ngambil be.be.rapa contoh pe.ne.litian 

te.rdahulu yang dapat dijadikan se.bagai re.fe.re.nsi dan pe.rbandingan dalam 

me.lakukan pe.ne.litian skripsi yang akan dilakukan pe.nulis. Be.rikut me.rupakan 

pe.ne.litian te.rdahulu yang me.miliki hubungan de.ngan judul skripsi ini, diantaranya 

se.bagai be.rikut. 

Table 1.6  

Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama dan 

Tahun 

Pe.ne.litaian 

Judul Pe.ne.litian Pe.rsamaan Hasil Pe.ne.litian 

1 Sofian Rafil, 

2019 

 

Analisis Pe.ngaruh 

Pe.ndidikan, 

Tingkat 

Pe.ngangguran, 

Upah Minimum 

Provinsi Te.rhadap 

Tingkat 

Ke.miskinan Di 

provinsi Jawa 

Barat 2002-2017 

Sama-sama 

me.ne.liti 

ke.miskinan 

dan me.miliki 

variable. 

inde.pe.nde.n 

yang sama 

yaitu 

Pe.ndidikan 

dan upah 

minimum 

Pe.ndidikan 

be.rpe.ngaruh ne.gatif 

dan signifikan 

te.rhadap ke.miskinan, 

se.hingga me.nurunkan 

tingkat ke.miskinan di 

Jawa Barat. 

Tingkat pe.ngangguran 

be.rpe.ngaruh positif 

dan signifikan 

te.rhadap ke.miskinan,  

Upah minimum dalam 

jangka pe.nde.k 

be.rpe.ngaruh ne.gatif 

dan signifikan 

te.rhadap ke.miskinan, 

namun dalam jangka 

panjang pe.ngaruhnya 

ne.gatif te.tapi tidak 
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signifikan, kare.na 

ke.naikan upah 

minimum masih 

re.ndah dan tidak 

me.ncukupi ke.butuhan 

rumah tangga di Jawa 

Barat. 

2 Yolanda 

De.stiara 

(2020) 

 

Analisis Pe.ngaruh 

Pe.ndidikan, Upah 

Minimum 

Kabupate.n/Kota, 

dan Inve.stasi 

te.rhadap 

Ke.miskinan di 

Provinsi Dae.rah 

Istime.wa 

Yogyakarta pada 

tahun 2013-2019 

Me.ne.liti 

variabe.l 

inde.pe.nde.n 

yang sama 

yaitu 

Pe.ndidikan 

dan upah 

minimum, dan 

sama-sama 

me.ne.liti 

ke.miskinan 

Pe.ndidikan 

be.rpe.ngaruh ne.gatif 

dan signifikan 

te.rhadap ke.miskinan 

di DIY, di mana 

pe.ningkatan 

pe.ndidikan 

me.nurunkan 

ke.miskinan. 

Upah Minimum 

Kabupate.n/Kota 

(UMK) juga me.miliki 

pe.ngaruh ne.gatif dan 

signifikan, kare.na 

ke.naikan upah 

me.ningkatkan daya 

be.li pe.ke.rja. 

Inve.stasi be.rpe.ngaruh 

ne.gatif namun tidak 

signifikan, kare.na 

dampaknya te.rhadap 

ke.se.jahte.raan butuh 

waktu lama.  

3 Ade. Irma 

Amhab 

2022 

Pe.ngaruh 

Pe.ndidikan, Upah 

Minimum dan 

Tingkat 

Ke.se.hatan 

te.rhadap Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan Ke.rja 

Pe.re.mpuan dan 

Ke.miskinan di 

kota Makasar 

Me.ne.liti 

variabe.l 

inde.pe.nde.n 

yang sama 

yaitu 

Pe.ndidikan 

dan upah 

minimum, dan 

sama-sama 

me.ne.liti 

ke.miskinan  

Hasil pe.ne.litian 

me.nunjukkan 

Pe.ndidikan dan 

tingkat ke.se.hatan 

be.rpe.ngaruh positif 

signifikan te.rhadap 

partisipasi angkatan 

ke.rja pe.re.mpuan, 

se.dangkan upah 

minimum tidak 

signifikan. 

Pe.ndidikan, upah 



57 

 

minimum, dan tingkat 

ke.se.hatan 

be.rpe.ngaruh ne.gatif 

signifikan te.rhadap 

ke.miskinan, namun 

partisipasi angkatan 

ke.rja pe.re.mpuan tidak 

be.rpe.ngaruh 

signifikan. Se.cara 

tidak langsung, 

pe.ndidikan, upah 

minimum, dan 

ke.se.hatan 

me.me.ngaruhi 

ke.miskinan se.cara 

positif me.lalui 

partisipasi angkatan 

ke.rja pe.re.mpuan. 

4 Khusnul 

Khotimah 

2018 

 

Pe.ngaruh Tingkat 

Pe.ndidikan, 

Pe.rtumbuhan 

E .konomi, 

Angkatan Ke.rja, 

dan Upah 

Minimum 

te.rhadap Tingkat 

Pe.ngangguran di 

DIY.  

 

Me.ne.liti 

variabe.l 

inde.pe.nde.n 

yang sama 

yaitu 

Pe.ndidikan 

dan upah 

minimum   

Hasil pe.ne.litian  

me.nunjukkan bahwa 

tingkat pe.ndidikan 

be.rpe.ngaruh 

signifikan dan 

be.rhubungan positif. 

Variabe.l angkatan 

ke.rja dan upah 

minimum be.rpe.ngaruh 

signifikan dan 

be.rhubungan ne.gatif. 

Se.dangkan variabe.l 

pe.rtumbuhan e.konomi 

tidak me.miliki 

pe.ngaruh te.rhadap 

tingkat 

pe.ngangguran. 

5 Susanti 

2019 

Pe.ran Pe.ndidikan 

dalam 

Me.ngurangi 

Ke.miskinan: 

Studi te.ntang 

Re.le.vansi di 

Se.ktor Informal 

Sama-sama 

me.ne.liti 

ke.miskinan 

dan me.miliki 

variable. 

inde.pe.nde.n 

yang sama 

Hasil pe.ne.litian 

me.nunjukkan bahwa 

pe.ndidikan tinggi 

be.rpe.ngaruh positif 

dalam me.nurunkan 

ke.miskinan se.cara 

umum. Namun, 
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Indone.sia yaitu 

pe.ndidikan 

pe.ngaruhnya kurang 

signifikan di se.ktor 

informal kare.na 

karakte.ristik pe.ke.rjaan 

yang le.bih 

me.ngutamakan 

ke.te.rampilan praktis 

dibandingkan 

kualifikasi akade.mik. 

6 Sutanto & 

Le.stari 2020 

 

E .fe.ktivitas 

Ke.bijakan Upah 

Minimum dalam 

Me.ngatasi 

Ke.miskinan di 

Te.ngah Dominasi 

Se.ktor Informal 

Sama-sama 

me.ne.liti 

variable. 

de.pe.nde.n yang 

sama yaitu 

ke.miskinan 

dan me.miliki 

variabe.l 

inde.pe.nde.nt 

yang sama 

yaitu upah 

minimum.   

Hasil pe.ne.litian 

me.nunjukkan bahwa 

upah minimum 

be.rpe.ngaruh positif 

te.rhadap pe.ningkatan 

pe.ndapatan pe.ke.rja 

formal. Namun, 

dampaknya tidak 

signifikan dalam 

me.nurunkan 

ke.miskinan se.cara 

ke.se.luruhan, 

ke.mungkinan kare.na 

masih banyak pe.ke.rja 

di se.ktor informal 

yang tidak 

te.rpe.ngaruh ole.h 

ke.bijakan upah 

minimum. 

7 Purwanto  

2021 

 

Ke.tidakse.suaian 

Ke.te.rampilan 

Te.naga Ke.rja dan 

Dampaknya 

te.rhadap 

Pe.ngangguran 

se.rta 

Ke.miskinan di  

Indone.sia 

Me.miliki 

variabe.l 

de.pe.nde.n yang 

sama yaitu 

ke.miskinan 

dan me.miliki 

variabe.l 

inde.pe.nde.n 

yang sama 

yaitu te.naga 

ke.rja.  

Hasil pe.ne.litian  

me.nunjukkan 

signifikan ne.gatif, 

ke.tidak se.suaian 

ke.te.rampilan te.naga 

ke.rja me .nye.babkan 

pe.ngangguran yang 

me.mpe.rburuk 

ke.miskinan.   

8 Diana Putri 

Harle.na  

Analisis Pe.ngaruh 

Pe.ndidikan adan 

Me.miliki 

variabe.l 

Hasil pe.ne.litian  

me.nunjukkan    
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2024 

 

Pe.ndapatan 

Te.rhadap 

Ke.miskinan di 

Kabupate.n De.li 

Se.rdang 

de.pe.nde.n yang 

sama yaitu 

ke.miskinan 

dan me.miliki 

variabe.l 

inde.pe.nde.n 

yang sama 

yaitu 

pe.ndidikan 

 

pe.ngaruh Pe.ndidikan 

te.rhadap Ke.miskinan 

me.nunjukkan bahwa 

pe.ndidikan me.miliki 

pe.ngaruh ne.gatif dan 

signifikan te.rhadap 

ke.miskinan di 

Kabupate.n De.li 

Se.rdang. 

Pe.ngaruh Pe.ndapatan 

te.rhadap Ke.miskinan 

me.nunjukkan bahwa 

pe.ndapatan juga 

me.miliki pe.ngaruh 

ne.gatif dan signifikan 

te.rhadap ke.miskinan 

di Kabupate.n De.li 

Se.rdang. 

Pe.ngaruh Simultan 

Pe.ndidikan dan 

Pe.ndapatan te.rhadap 

Ke.miskinan 

me.nunjukkan bahwa 

pe.ndidikan dan 

pe.ndapatan be.rsama-

sama me.miliki 

pe.ngaruh positif dan 

signifikan te.rhadap 

ke.miskinan di 

Kabupate.n De.li Se.rda

ng. 

9 Anisa 

Rahmawati 

2022 

 

Pe.ngaruh 

Pe.ndidikan, 

Pe.ngangguran, 

dan Upah 

Minimum 

te.rhadap 

Ke.miskinan di 

Indone.sia 

Me.miliki 

variabe.l 

de.pe.nde.n yang 

sama yaitu 

ke.miskinan 

dan me.miliki 

variabe.l 

inde.pe.nde.n 

yang sama 

yaitu 

Pe.ndidikan 

Hasil pe.ne.litian 

me.nunjukkan 

Pe.ndidikan dan 

pe.ngangguran 

be.rpe.ngaruh 

signifikan Positif 

te.rhadap ke.miskinan, 

se.dangkan upah 

minimum hanya 

me.nunjukkan 

pe.ngaruh signifikan di 
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dan Upah 

Minimum 

dae.rah urban.   

10 Farda 

Kirana 

Harira 

2023 

 

Analisis Pe.ngaruh 

Pe.ndidikan, Upah 

Minimum, dan 

Tngkat 

Pe.ngangguran 

Te.rbuka te.rhadap 

Tingkat 

Ke.miskinan di 

Kota Banjar Baru 

Tahun 2011-2020 

Me.miliki 

variabe.l 

de.pe.nde.n yang 

sama yaitu 

ke.miskinan 

dan me.miliki 

variabe.l 

inde.pe.nde.n 

yang sama 

yaitu 

Pe.ndidikan 

dan Upah 

Minimum 

 

Hasil pe.ne.litian 

me.nunjukkan 

Pe.ndidikan dan upah 

minimum tidak 

be.rpe.ngaruh 

signifikan ne.gatif 

te.rhadap tingkat 

ke.miskinan, 

se.dangkan tingkat 

pe.ngangguran te.rbuka 

be.rpe.ngaruh 

signifikan positif 

te.rhadap tingkat 

ke.miskinan di Kota 

Banjarbaru. 

 

2.3 Kerangka Konseptual  

Pe.ne.litian ini me.nggunakan satu variabe.l de.pe.nde.n yaitu Tingkat 

Ke.miskinan (Y) dan tiga variabe.l inde.pe.nde.n yaitu Pe.ndidikan (X1), Upah 

Minimum (X2), dan Te.naga Ke.rja (X3).  

Gambar 1.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan  

(X1) 

Upah Minimum  

(X2) 

9 

Tenaga Kerja  

(X3) 

Kemiskinan  
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Persamaan Regresi Berganda 

Mode.l re.gre.si 

Y= a + 𝑏1X1 + b2X2 + b3X3 + є 

Y   : Tingkat Ke.miskinan 

X1   : Pe.ndidikan 

X2  : Upah Minimum 

X3   : Te.naga Ke.rja 

b0,b1,b2,b3 : Kofisie .n Re.gre.si 

є  : E.rror te.rm 

a  : Konstanta 

2.4 Hipotesis 

Hipote.sis pada dasarnya adalah suatu hubungan atau asumsi yang mungkin 

be.nar dan se.ring digunakan se.bagai dasar pe.ngambilan ke.putusan. Be.rdasarkan 

pada dasar pe.mikiran yang be.rsifat te.oritis dan pe.ne.litian te.rdahulu yang 

be.rhubungan de.ngan variabe.l maupun konse.p. 

a. Hubungan Antara Pe.ndidikan dan Tingkat Ke.miskinan 

  Se.pe.rti yang dike.mukakan ole.h Arsyad (1999) bahwa pe.ndidikan be.rpe.ran 

pe.nting dalam me.ngurangi ke.miskinan me.lalui pe.rbaikan produktivitas dan 

pe.latihan pada golongan miskin se.hingga akan me .ningkatkan pe.ndapatan. 

Pe.ningkatan kualitas sumbe.r daya manusia dalam ilmu e.konomi se.ring dise.but 

de.ngan mutu modal manusia atau human capital. 

  Hubungan antara ke.miskinan dan pe.ndidikan sangat be.rpe.ngaruh kare.na 

pe.ndidikan me.mbe.rikan ke.te.rampilan maupun ke.mampuan untuk be.rke.mbang 

dan me.ningkatkan produktivitas dalam ke.hidupan. Se.makin tingginya tingkat 
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Pe.ndidikan, maka ilmu pe.nge.tahuan dan ke.ahlian akan me.ngalami 

pe.ningkatan, se.hingga dapat me.ndorong produktivitas kine.rja. De.ngan 

tingginya produktivitas maka se.se.orang akan me.mpe.role.h ke.se.jahte.raan yang 

le.bih baik, de.ngan dipe.rlihatkan me.lalui pe.ningkatan pe.ndapatan maupun 

konsumsinya. 

b. Hubungan Antara Upah Minimum dan Tingkat Ke.miskinan 

   Tujuan utama me.ne.tapkan upah minimum adalah untuk me.lindungi 

pe.ke.rja, khususnya me.re.ka yang be.rpe.nghasilan re.ndah, agar mampu 

me.ncukupi ke.butuhan prime .r dan ke.se.jahte.raan pe.ke.rja. Ke.bijakan ini juga 

be.rtujuan untuk me.nurunkan ke.timpangan pe.ndapatan se.rta me.mbantu 

me.ne.kan tingkat ke.miskinan, se.hingga dapat me.ningkatkan ke.makmuran dan 

pe.ndapatan masyarakat. Se.lain itu, pe.ne.tapan upah minimum be.rkontribusi 

pada stabilitas sosial dan e.konomi de.ngan me.ningkatkan daya be.li Masyarakat 

se.rta me.ndorong pe.rtumbuhan e.konomi.  

   Pe.ran pe.ke.rja, pe.me.rintah dan swasta dipe.rlukan dalam me.nyikapi 

pe.ne.tapan upah minimum dalam me.ncapai tujuan Be.rsama yakni pe.ke.rja atau 

buruh me.mpe.role.h ke.se.jahte.raan, pe.rusahaan atau swasta se.makin me.ngalami 

pe.rke.mbangan dan le.stari se.rta pe.me.rintah mampu me.njaga pe.rke.mbangan dan 

pe.ningkatan pe.re.konomian de.ngan baik. Maka dari itu jika upah minimum 

me.ningkat maka ke.se.jahte.raan masyarakat me.ngalami pe.ningkatan dan dapat 

me.nurunkan tingkan ke.miskinan. 

c. Hubungan Antara Te.naga Ke.rja dan Tingkat Ke.miskinan 

   Te.naga ke.rja me.miliki pe.ran yang sangat pe.nting dalam me.ne.ntukan 

tingkat ke.miskinan di suatu ne.gara. Tingginya angka pe.ngangguran dapat 
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me.micu pe.ningkatan ke.miskinan, kare.na rumah tangga ke.hilangan sumbe .r 

pe.ndapatan yang stabil. Namun, me.miliki pe.ke.rjaan saja tidak cukup untuk 

me.ngangkat se.se.orang dari ke.miskinan, te.rutama jika pe.ke.rjaan te.rse.but tidak 

me.mbe.rikan pe.nghasilan yang layak, se.pe.rti yang se.ring te.rjadi di se.ktor 

informal de.ngan upah yang re.ndah. Untuk itu, kualitas pe.ke.rjaan me.njadi 

faktor kunci dalam me.ngurangi ke.miskinan.  

  Se.lain itu, pe.ningkatan ke.te.rampilan dan produktivitas te.naga ke.rja juga 

sangat pe.nting, kare.na te.naga ke.rja yang te.rampil me.miliki pe.luang le.bih be.sar 

untuk me.ndapatkan pe.ke.rjaan yang le.bih baik dan me.ningkatkan 

ke.se.jahte.raannya. Ke.timpangan ke.se.mpatan ke.rja antar wilayah juga 

be.rkontribusi te.rhadap ke.miskinan, di mana dae.rah de.ngan akse.s te.rbatas 

te.rhadap pe.ke.rjaan ce.nde.rung me.miliki tingkat ke.miskinan yang le.bih tinggi. 

Ole.h kare.na itu, inte.rve.nsi pe.me .rintah me.lalui ke.bijakan yang me.ndukung 

pe.ningkatan ke.te.rampilan, pe.nciptaan lapangan ke.rja, dan pe.rlindungan sosial 

bagi pe.ke.rja me.njadi sangat pe.nting. Pe.nde.katan yang me.nye.luruh ini akan 

me.mbuka pe.luang bagi te.naga ke.rja untuk me.ningkatkan pe.ndapatan me.re.ka 

dan akhirnya me.ngurangi ke.miskinan se.cara signifikan.  

 Dari pe.ne.litian ini. Maka pe.nulis dapat me.ngajukan hipote.sis pe.ne.litian 

se.bagai be.rikut: 

1. Pe.ndidikan be.rpe.ngaruh ne.gatif te.rhadap tingkat ke.miskinan di Indone.sia. 

2. Upah Minimum be.rpe.ngaruh positif te.rhadap tingkat ke.miskinan di 

Indone.sia. 

3. Te.naga Ke.rja be.rpe.ngaruh ne.gatif te.rhadap tingkat ke.miskinan di 

Indone.sia. 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 LATAR BELAKANG
	1.2 Identifikasi Masalah
	1.3 Batasan dan Rumusan Masalah
	1.3.1 Rumusan Masalah
	1.3.2 Batasan Masalah

	1.4 Tujuan Penelitian
	1.5 Manfaat Penelitian

	BAB II
	LANDASAN TEORI
	2.1 Uraian Teoritis
	2.1.1 Kemiskinan
	2.1.1.1 Teori Kemiskinan
	2.1.1.2 Jenis-Jenis Kemiskian
	2.1.1.3 Ukuran Kemiskinan
	2.1.1.4 Indikator Kemiskinan

	2.1.2 Pendidikan
	2.1.2.1 Teori Pendidikan
	2.1.2.2 Tujuan Pendidikan
	2.1.2.3 Ruang Lingkup Ilmu Pendidikan
	2.1.2.4 Indikator Pendidikan

	2.1.3 Upah Minimum
	2.1.3.1 Teori Upah Minimum
	2.1.3.2 Jenis-jenis Upah
	2.1.3.3 Tujuan Upah
	2.1.3.4 Penetapan Upah

	2.1.4 Tenaga Kerja
	2.1.4.1 Teori Tenaga Kerja
	2.1.4.2 Pengelompokan Tenaga Kerja
	2.1.4.3 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja


	2.2 Penelitian Terdahulu
	2.3 Kerangka Konseptual
	2.4 Hipotesis


